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BUPATI SITIT'B.OtrDO,

fgntrnbetg : batrwa sebagai pelaksanaan ketentrra-n PasaL t33 ayat (3)

dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OLl tentang
Perubahan t(edtla. Atas Peratrrran tdenteri Da1arn Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah serta Pasal 42 ayat (1) Perahrran Menteri

Dalam Negeri Nomor 39 Tatrun 201'.2 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tatrun 2OL2

tentang Pedoman Pemberian Hibah darr Baratua$ Sosiatyartg
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati situbondo Tentang Tata

cara Pengalggaran, Pelaksanaan dal Penatausahaan,

Pertanggungiawaban dan Pel,aporan , selta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah, Balatrl3It Sosial, Barttuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga. dan Pengeluaran
pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabrrpaten sihrbondo Tahun Anggaran
2014.

8 1. Undang―Undang  Nomor  8  Tahun  1985  tentang
Organisasi Kemasyarakatan(Lembnran Negara Republik
lndonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahanレ Dinbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3298);
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2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 22, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3809) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20ll
[*mbaran Negara Republik Iadoaesia Tahun 2077
Nomor 8, Tambahan kmbaram Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Ta hun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara fi,embar:an Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44OO);

6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbara.n Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 20Oa firmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 lNomor 59, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. UndanyUndang Nomor 33 Ta.hun 2m4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat da.rr

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

8. Undang-Undang Nomor 4O Talnrrr 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan kmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4456|;

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Bencana (kmbatan Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47231;

tO. Undang- Undang Nomor 1I Taltun 2OO9 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 49671;

11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang
Pdayanan Publjk [.embran Negara Republik Indor:esia
Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO9 tentang
Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5067);

■
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13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(tr.mbararr Negara Repubtik hrdonesia Tattr.rn 2Ol1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OIl tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umurn (Lembaran Negara
Repubtik lndonesia Tatrr.rn 20tl t{lomor tot, Tarnbah,an
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang
Pelaksanaan Undang-Unang Nornor 8 Tahun 1985
tentang Organisasi Kemasyarakatan (l,embaran Negara
Reprrbtik lndorresia. Tahrrn 1986 lNomor 24, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nlomor 140, Tambahan
Le.mbaran Negara Reprrblik trtdorresia. Nomor 4578!;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 t.entang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lemba:ran Negara Republik
lndonesia Ta.hrrn 2OO7 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47371:'

18. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 lNomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Reprrblik tndonesia Nomor 4741!;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2Ol0 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang
Hibrah Daetah tl.lembararr Negara. Replrblik lrrdonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2OLO t€ntang Pengadaan Baramg/Jasa Pemerintah
sebageimana te.lah beberapa ka.li diubatr, teraklair
dengan Peraturan Presiden Republi k Indonesia Nomor 7O

Tahun 2Ol2 (l*mbaran Negara Republik In donesia
Tahun 2012 Nomor 155);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Irlomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedomarr Peng'elolaan Kerrarrgan Daetah
sebagaimana telah beberap kali dirrbah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri l',[omor 32 Tahun 2O11

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersr.rmber Dari Arrggaran Pendapa.tan Dan Belania-

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Talhun 2OL2;

，
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Irlomor 33 Tahun 2O12
tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi
Kemasyarakatan di Linglcungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 446, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri l{omor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyrrsrrnan lf,rrggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun
2OO6 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2OO6 Nomor 8);

27.Peraftran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun
2OO8 tentang Urusan ftmerintah Kabupaten Situbondo
(l,embaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO8
Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun
2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke{a Dinas
Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2O08 Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun
2OOE tentang Sr:sunan Organis asr dan Tata Keqa
Lrmbaga Teknis Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2OO8 Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Situtrondo Nomor 5 Tahun
2OO8 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2OO8 Nomor 5);

31. ftraturan Daerah lfubupaten Situbondo Nomor 13

Tahun 2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2OO8 Nomor 13).

32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16

Talzun 2O11 tentang Susunan Organisasi dan Tata Ke4a
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tah'un 2O11 Nomor 16).

PERATI'R.AJT BUPATI TTI5TAXG TATA C/IRA
PEI{GANGGIARAIT, PELI\XSAIIAAII DAIT PEITATAUSAIIAA.II ,
PTRTATGGTIIT(h'AWABAIT DTN PELIISORAIT' SERTA
UOtrITORITG DNI TVTLUASI PFJIBBRITN IIIBAf,I'
BAITUAIT SOSIAL, BAITTUAI{ NEUAIYGAT' BEI"AIIJA
TIDAI( TERDUGA DAII PEIfGELUT{RAI| PEUBIAYAAI|
YAITG BERST'UBER DARI AXGGARAXT PEITDAPATAIT DAIT
BEI.AITJA I'A,ERAII KABT'PATEI{ SITT'BOITIX) TAHI'X
AffGGARAIT 2014.
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Pasd 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dima-ksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Situbondo dan
Perangkat Daerah sebagai Lalls\r( penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo'

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah tG'brrpaten
Situbondo.

6, Satuan Keda Perangkat Daeralh, yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perarrgkat daerah pada
Pemerintah Daerah selaku Pengguma Anggaran/ Barang'

7. Satr.ran Kerla Pengetota Keuangan Daeratr, yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada- Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/
brrrrg, yang juga melaksanalcan pengclolaan keuangan
Daerah.

8. Badan Perencanaan Pembangtrnan Daerah, yang
selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda
Kabupaten Situbondo.

g. lnspektorat adalah lnspektorat l(abupaten Situbondo'

1O. Dinas Pengelolaan Keuangan Dae'rah, yang selanjutnya
disebut DPKD adalah DPKD Kabupaten Situbondo'

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai
tugal mehksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerahr (BUD).

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
dising[<at TAPD adalah trm yang dibentu]< dengan
Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Selrretaris Daerah
yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Bupati da-lam penyusunan
APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lai nnya sesuai dengan
kebutuhan.

13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebaga.i unsur penyelenggara pemerintahan desa.

14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai
perangkat Daerah Kabupaten 'dalam wilayah kerja
Kecamatan.
Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan pengunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang rnilik daerah.

15.

16.

td
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77. Keuangan Daerah adalah sernua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui b,ersama oleh Pelnerintah Daeratr darr DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya
disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan
keq'a dan penganggaran pada DPKD selaku Bendahara
Umum Daerah.

20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokurnen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program, kegiatan dan
anggaran SKPD.

21. Dokumen Pela-ksanaan Angaran PPKD, yang
selanjutrrya dising[<at DPA-PPKD merupakan dokumen
pelaksanaan anggaran pada DPI(D selaku Bendahara
Umum Daerah.

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen
yang memuat pendapatsn dan belania setiap SKPD
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaa! anggaran
oleh Pengguna Anggaran.

23. Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah
Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan
Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bers ifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus -yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
Pemerintah Daerah.

24. Bantuan $osial adalatr pemberian bantuan berupa
uang/ barang dari Pemerintah Da erah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk metindungi dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial.

25. Resiko Sosial adalah kejadian atam peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis
ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana
alasr yang Jika tklak diberif€n b'etania barrtuan oeial
akan semakin terpuruk dan tidat dapat hidup dalam
kondisi wajar.

26. Belalja Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk
instrumen bantuan dalam bentuk uang yang dapat
bersifat umum dan khusus, antara Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Desa dan/ atau Kelurahan ddam
rangka untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar desa
di n i.layah Kabupa.ten Sifubondo guna (Emetataan

Jt
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dan/ atau peningkatan ftemernpl:an keuangan serta
peruntukan lainnya yang secara khusus
pengelolaannya diarahkan/ditetzrpkan oleh Pemberi
Bantrran.

27. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang seperti penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya y,ang telah ditutup.

28. Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang
al<an diterima kembali baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

29. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya
disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima
Hibah.

3O. Penduduk adalatr warga Negara Indonesia dan orang
asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo.

31. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat -yang
terdiri dari suami isteri, atau suar,ni, isteri dan anaknya
atau ayah dan anaknya, atatf ibu dan anaknya
bertempat tinggal di Kabupa.teo Situbondo.

32. Masyarakat adalah kelompok orang maupun badan
hukum sebagai penerima manfaat Hibah, Bantuan
Sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung
yang berkedudukan di Kabupaten Situbondo.

33. lGlompok m.asyarakat ada.lah se.kelompok artggota.
masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten
Situbondo yang dengan kesadaran dan keinginan
sendin bergabung untuk menjaiankan sebuah kegtatan
bersama.

34. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang
dibentuk oleh anggota masy,arakat Warganegara
Republik Indonesia secara sukarela atas dasar
kesanaan keg1atan, profesi, fungsr, agarna, dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk
berperan serta dalam pembangunan dalam rangka
mencapar tujuan nasional danrl atau daerah dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila, termasuk dalam hal ini adalah
organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional
dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang mengatur secara khusus.

35. Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemerintah adalah
organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Surat Edaran Menteri Dalam Nepri Nomor
90012677 IS.J tanggal 8 Nopember 2O07.

36. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingt<at
SKt adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang
ditunjuk, yang menerangkan bahwa sebuah organisasi
kemasyarakatan telah tercatat. pe.da administrasi
pemerintahan sesuai dengan tahagran dan persyaratan-

$d
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37. futtai Folitik adalaft organisasi -rrang bersifat nasional
dan di bentuk oleh sekelompok w,arga negara Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan
cita-cita untuk memperjuangkan dan membela
kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan
Negara serta memelihara keututran Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAA TI

RUAITG LII|GXI'P

Prlal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini rneliputi penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungiawaban dan
Pelaporan, serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah,
Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
dan Pengeluaran Pembiayaan yang trersumber dari APBD
Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat
berupa uang, barang, atau 1'asa.

Bantuan sosial sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2
rtnFat berupa r:ang atam barang.
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang.

BABIII
HIBAII

Bagtan Keratu
Unum

Paral 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memlberikan hibah sesuai
kemampuan keuangan Daerah.

(21 Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
rlilekukan setelah memprioritasken pemetluhaia
belanja urusan wajib.

(3) Pemberian hibah sebagaimana di:rnaksud pada ayat (1)'
ditujukan untuk menunJ'€rng pencapaian sasaran
program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,
dan manfaat untuk masYarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memenuhi kiteia Pa.ling sedikit :

０
　
０
　
０

(td



●)

(61

(7)

9

a. socara spesifik, perulntul<annya. telah ditetapkan;
b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus

setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan ; dan

c. memenuhi persyaratan sebaeai Penerima Hibah.
Kriteria tidak terus menerus setiap tafiun angaralr
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b, diartikan
bahwa Penerima Hibah tidak dapat menerima hibah
kembali dalam APBD tahun anggaran berkenaan
setelah menerima hibah.
Djkecualikan terhadap ketentua:r sebagaimar:a pada
ayat (5) adalah, apabila ditetapkan lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur secara
lrtrrrsus.
Teknis pelaksanaan pemberian hibah disesuaikan
dengan petunjuk teknis yang diatur secara tersendiri
yang disusun oleh SKPD yang membidangi
berdasarkan peraturan perundamg-undangan.

Parel 5

Hibah dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah lainnYa;

c. Perusahaan Daerah;
d. Masyarakat;dan/atau
e. Organisasikemasyarakatan.

P.rsl 6

(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan keq'a
dari kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian yang wilayah kedanya berada dalam
Daerah.

121

t31

Hibah kepada Pemenntah Daerah Lainrrya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran
daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan
perundang-undangan.
Hibah kepada Perusahaalr Daerah sebagairnana'
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka
penerusan hibah yang diterirrra oleh kmerinta-h
Daerah dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Hibah kepada Masyarakat setmgaimana dimaksud
ddam Pasd 5 huruf d dibcnkan kepda Kelompk
Orang yang memiliki kegiatan t€rtentu dalam bidang
perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan,
kesenian, adat istiadat, dan keolatrragaan non-
profesional yang berkedudukan dan melakukan
kegiatannya di dalam wilayah Katrupaten Situbondo.

(4)
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Kelompok Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

dalam hal ini termasuk Pula :

a. Rukun Tetarrgg;a (RT);

b. Rukun Warga (RW);

c. Badan KeswadaYaan MasYarakat;

d. tembaga Nirlaba.

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
setagarroarra dimaksrrd dalam Pasat 5 hrrruf e,

diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berkedudukan dan melakukan kegiatannya di
dalam wilayah Kabupaten Situbondo-

Hibah Kepada Otganiesi Kemasyarakatam tldak
diperkenankan digunakan untuk membiayai kegiatan
keolahragaan yang bersifat profes ional.

Pssal 7

Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud
clalam Pasal 6 ayat (4), diberikan dengan persyaratan
paling sedikit:
a. memiliki akta pendirian lagi Badan Hukum;
b. telah berdiri minimal 3 (tiga) tahun

Hukum dan kmbaga Nirlaba;
c. memiliki kepengurusan/kepanitiaan

dengan ketentuan bahwa :

bagi Badan

yang jelas,

7. kdompk oraDg, diketa}uj oleh Kep)a
Desa/Lurah setempat, apabila wilayah
kegiatannya berada dalam 1 (satu)
desal keturahan dan diketahln oletr Camat
setempat apabila wilayah kegiatannya lebih
dari 1 (satu) desa dalam 1 (satu) kecamatan;

2. Badan Hukum dan/ atru Lembaga Nirlaba
susunan kepengurusannya diketahui oleh
pejabat atau instansi yang berwenang

3. Seseorang dilarang menjadi pengurus dan/ atau
anggota kelompok organisasi pada bidang yang
sarna.

d. berkedudukan dalam w-ilayah administrasi
Pemerintah Kabupaten Situbondo danl atau surat
keterangan domisili;

e. memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan untuk
menunjang pen5rclengaraErrr urusan Femerintafi an
Daerah; dan

f. persyaratan lainnya yang dipandang perlu
berdasarkan peraturan perun dang-undangan

(21 Hibah kepada Organisasii Kemasyaralatan
sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 6 ayat (5r,
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. memitiki alde penJdirian atau stabrta organisasi
b. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga;

（

）
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c. susunan pengurus yang sah sesuai Angaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
e. memiliki kantor danlatau sekretariat tetap;
f. memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan untuk

menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah;

g. herkedrrdrrkan dalarn 'rrilayah adrninittraei
Pemerintah Kabupaten Situbondo dan/ atau surat
keterangan domisili;

h. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Kantor
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Situbondo, sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali yang ditentukan
lain oleh peraturan perundanlg-undangan; dan

i. persyaratan Iainnya yang dipandang perfu
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

logtrn Kedua
Pengaaggaran

Pe..l 8

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah la.innya, Perusahaan
Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyaralatan
menyampaikan usulan berupa surat permohonan
bantuan hibah secara tertulis yang disertai proposal
kepada Bupati dengan tem busan SKPD yang
membidangi.

(2) Surat pe.rtnotronan bagi Masyarakat dan Org;arrisasi
Kemasyarakatan sebagaimana di:maksud pada ayat (1)
dibubuhi cap dan/atau stempel yang ditandatangani
oleh Pimpinan / Ketlta / Kepata atau sebutan lain.

(3) Sistematika penJrusunan sura,t permohonan dan
proposal hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Bupati ini.

(41 Bupati dengan suatu disposisi atau Wrrg
dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangi,
untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l).

(5) Untuk mela,ksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat $), kepda SKPD dapat membeafulr tjm
evaluasi.

(6) Kepala SKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (5)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi
kepada Bupati melalui TAPD.

17) Format rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), sebagaimana tercantum dalam l,ampiran
Peraturan Bupati ini.

(8) Penyampaian trasil evaluasi berupa rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan
oleh DPKD, yang selanjutnya dibawa dalam rapat
pembahasan TAPD.

ハ

0`
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(91 TAPD memberikan pertimbangara kepada Bupati atas
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan
Daerah.

(10) Format pertimbangan TAPD sehagaimana dimaksud
pra:da agt (9), sebagaimana ten:alrrtum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

Palal 9

{1) Rekomendasi kepala SKPD daa. pertimbaagan TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) serta
persetujuan Bupati menjadi dasar pengalokasian
anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

{21 Pengalokasian anggaran sebagairnana dimaksud pada
ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uan& baran&
dan/atau jasa.

Palal 10

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(21 Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam

RKA-SKPD.
(3) RKA-PPKD dsJa RKA-SKPD setragaimana. dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi dasar penganggaran
hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-
undangan.

(41 Penganggaran belanja hibah s,ebagaimana ayat (3)
dibedakan berdasarkan fungsi SKPD yang
membidangi.

Perel 1I
Hibah berupa uang sebagaimana dima-ksud dalam
Pasal 1O ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja
tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja
hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah
sebagaimana dimaksud pada aya t (1) meliputi :

a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah l,ainnya;
c. Perusahaan Daerah;
d. Masyarakat; dan
e. Organisasi Kemasyarakatan.
Hib,arh berupa harang atam jam sebagarmana drmaksud
dalam Pasal 10 ayat (2), dianggarkan dalam kelompok
belanja langsung yang diforrnulasikan ke dalam
program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis
belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang
atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau
jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
pada SKPD.

１
■
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Palal 12

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat
penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III
Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penjabaran
APBD.
Format L,ampiran III Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai bagran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati yang mengatur
tentang Penjabaran APBD.

Bsgler Kettga
Polalralaan dan Pcnataurahaaa

Pasal 13

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan
atas DPA-PPKD.

Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa
berdasarkan atas DPA-SKPD.

Palal 14

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang
ditandatangani oleh Bupati selaku Pemberi Hibah dan
Penerima Hibah.
Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. Pemberi dan Penerima Hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran/ rincian penggu.naan hibah yang akan

diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata.cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibah.
Bupati dalam hal tertentu dapat menunjuk
Pejabat/Kepala SKPD sesuai bidangnya yang diberi
wewenang untuk menandatangani NPHD.

Penunjukan Pejabat/Kepala SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan
Bupati yang penetapannya bersamaan dengan
penetapan pemberian hibah.

Pasal l5
Kepala DPKD mengajukan usulan rancangan
Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah dalam
bentuk uang beserta besarannya dan memuat daftar
rekening penerima yang akan dihibahkan kepada
Penerima Hibah.

１
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(2) Kepala SKPD mengajukan usulan rar:car:gan
Keputusan Bupati tentang Pernberian Hibah dalam
bentuk barang atau jasa beserta besaran dan/ atau
jenis dan memuat daltar rekening penerima yang akan
dihibahkan kepada Penerima Hibah.

{3) Bupati menetapkan pemberian hibah dalam bentuk
uang, barang atau jasa beserta besaran dan/atau
jenisnya yang akan dihibahkan kepada Penerima
Hiba&r dengan Buatu Ke! ltuian Brrpatr hctdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBD.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menjadi dasar penyaluran hibah berupa uang dan
penyerahan hibah dalam bentuk barang atau jasa.

(5) Penyaluran / penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah
kepada Penerima Hibah
penandatanganan NPFID.

(6) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LSl.

(71 Pencairan hibah sebagaimana ayat (6), disalurkan
langsung melalui rekening Penerima Hibah dan/ atau
Kelompok Fenerima Hi bah.

(8) Penyaluran dana hibah dilaksan akan secara bertahap
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan
anggaran kas yang tersedia.

(9) Pencairan dana hibah dapat diterbitkan dalam I (satu)
SPP/SPM/SP2D, apabila dilakukan oleh lebih dari 10
(sepuluh) Penerima dan/ atau KelLompok Penerima yang
dibebankan pada kode rekening dengan penggunaan
yang sama.

(1O) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari
bela4ja sebagaimana ayat (6), ditetapkan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Plaal 16

Pengadaan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan

hibah sebagaimana dimaksud dalam Fasal 3 ayat (1)' wajib

berpedoman pada peraturan perundan g-undangan.

Badea KecmPat
Pertaag$qlawaban dan FchPoraa

Pasel 17

Penerima Hibah berupa uang berkewajiban

menyampaikan laporan penggLrnaan hibah kepada

Bupati melalui PPKD dengan temhusan SKPD terkait.

Penerima Hibah berupa barang a'tau 1'asa berkewajiban

menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada

Bupati rnelatui kepala SKPD terkait.

dilanan  sctelah

2)
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SKPD terkait berkewajiban untuk memberikan
peringatan kepada Penerima Hibah, apabila tidak
memenuhi ketentuan sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).

Penerima Hibah yang tidak melaksalakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada aryat (1) dan ayat Ql
dapat dikenakan sanksi berupa :

a. garrti rugr darr p,errgerrrtaliarr darra;

b. pemblokiran dan/ atau penghentian sementara
bantuan yang diberikan;

c. tidak dapat menerima pro,gram dalam bentuk
apapun yang di biayai oleh Keuangan Negara;

a. pidana, setelah melalui pr'oses hukum seperti
penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya
sesuai dengan ketentuan -yang berlaku.

Hibah berupa
belanja hibah
berkenaan.

Peral 18

uang dicatat sebagai redisasi jenis
pada PPKD dalam tahun anggaran

(21 Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai
realisasi obyek belanja hibah padta jenis belanja barang
dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD
terkait.

Pasal 19

Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah atas pemberian
hibah berupa uang, barang atau jasa, rnetputi:
a. usulan berupa surat permohonan dari calon Penerima

Hibah kepad a Bupati yang telah direkomendasi Kepala
SKPD dan dipertimbangkan oleh TAPD serta disetujui
Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang pemberian hibah kepada
Penerima Hibah dalam bentuk uamg, barang atau jasa
beserta be.sara:r dan/ atau jenisnya dan memuat daltar
rekening penerima;

c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

d. Pakta Integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan
bahwa, hibah yang diterima akan digunakan sesuai
dengan aW yang tdah dituangkan dalam NPHD; da::

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang
atau bukti serah terima barang atam jasa atas pemberian
hibah berupa barang atau jasa.

ftsd2(,
Penerima Hibah bertanggungiawab secara formal dan
matenal atas penggtnaan hibah ymrg drtenrnarya.
Pertanggungiawaban bagi Penerirna Hibah, meliputi:

η
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a. laporan pengunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan

bahwa, hibah yang diterima telah digunakan sesuai
NPHD; dan

c. salinan bukti-bukti pengeluar,an yang lengkap dan
sah sesuai peraturan perundang- u ndangan bagi
Penerima Hibah berupa u€rng atau salinan bukti
serah terima barang atau jasar bagi Penerima Hibah
berupa barang atau jasa.

Pertanggungiawaban sebagaiman,a dimaksud pada ayat
{2) huruf a, huruf b dan lrun:f c disampaikan kepada
Bupati melalui Kepala DPKD dalam waktu 3 (tiga)
bulan setelah penerimaan hibah dan/ atau paling
lambat tanggal 1O bulan Jarrrari tatnrn anggaran
berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pertanggunglawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Penerima
Hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 21

Realisasi hibah dicantumkan parda laporan keuangan
Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
Hibatr berupa harang yang betr.r.m disetahkart kepad.a.
Penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam
neraca.

Pas.l 22

Realisasi hibah berupa barang atau jasa dikonversikan
sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan
realisasi anggar€rn dan diungkapkan pada catatan atas
laporan keuangan dalam pen1 rsunan laporan
kerra:rgan Pernedtrtah Daeratr.
Format konversi dan pengungkaPan hibah berupa
barang atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1)

sesuai dengan Peraturan Perundang-undnagan yang
berlaku.
Persyarata!:!. dan rnet<anisme
pertanggungiawaban belanja hibah tercantum dalam
Lamphan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BAFTUN 80SIAL

…

KeSan
Umum

Pam 23

(1)Pemermtah Daerah dapat memberttm bantuan sosial
kepada AnggOta′ Ke10mpOk Masyarakat sesual dengan
kemampuan keuangan Daerah.

ハ
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(21 Pemberian bantuan sosial setragaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sete,lah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusarl wajib dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas
dan manfaat untuk masyarakat.

Pusl 24

Anggota/Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (l), meliputi:
a. Individu, Keluarga dan/ atau Masyarakat yang mengalami

keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial,
ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar
dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. L,embaga Non Pemerintahan bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungl indjrrjdu, kelonpk, dan/ atau masyarakat
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 25

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/
atau keluarga 5slagairnEuls dimaksud dalam Pasal 24
huruf a terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan
dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direnca-nakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) dialokasikan kepada individu
dan / ata.u keluarga yang sudah jelas nama, alamat
penerima dan besarannya pada saat pen5rusunan
APBD.

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saat penJrusunan
APBD yang apabila ditunda penanganannya akan
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi
individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.

(4) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat
direncana&an sebelumnya sebagarmana dimaksud
pada ayat (3) tidak melebihi pa.gu alokasi anggaran
bantuan social yang direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

fr..f 36

(1) Pemberian bantuan sosial setragaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (t) mernenrrhi kriteria paling
sedikit :

a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerirrra bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak t€rus menerus, kecuali

dalarn t<eadasn tertent l dapat berketarrjrrtan;
d. sesuai tujuan penggunann.

td
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Kriteria selektif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
hurr-f a diartikan bahwa baintuan sosial hanya
diberikan kepada calon penerima yang ditujukan
untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (t| huruf b, meliputi:
a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisiti dalam administratif

Pemerintahan Daerah.
(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus

sebagaimana dimaksud pada ayat (If huruf c diartikan
bahwa pemberian bantuan Sosial tidak wajib dan tidak
harus diberikan setiap tahun anggaran.

Kriteria keadaan tertentu dapat berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan
bahwa bantuan sosial dapat di-berikan setiap tahun
anggaran sampai penerima ban tuan telah lepas dari
resiko sosial.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa
h4juan pemberian bantuan sosial meliputi :

a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;
e. Wt:alr,gulangan kemislcn an;d an
f. penanggulangan bencana.

Prsal 27

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (6, huruf a dituJ'ukan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan seseorang yang
mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar.
Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasd 26 ayat 16) huruf b ditujukan untulr mencega}
dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan
sosial seseorang, keluarga, dan kelompok masyarakat
agar kelangsungan hi&uprrya dapat dipemrhi sesuar
dengan kebutuhan dasar minimal.
Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan
seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami
srasalah sosial rrler plrlayai daya, mannpu
memenuhi kebutuhan dasarnya.
Jaminan sosial sebagaimana dim,aksud dalam Pasal 26
ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga
untuk menjamin penerima bantuan agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
Penanggulangan kemiskinan sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e rnerupakan kebijakan,
program, dan kegiatan yang dilal<ulcan terhadap orang,

(4)
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keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai
atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak
dapat memenuhi kebutuhan yang layak bag
kemanusiaan.
Penanggulangan bencana seb,agaimana dimaksud
dalam Fasal 26 ayat (6i huruf f merupalcan
serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 28

Bantuan sosial berupa uang atau barang diterima
Iangsung oleh penerima bantuan sosial.
Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud
par{a ayat (l} erlalah uang yang diberikan secara
langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak
miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin,
masyankat lanjut usia, terlantar, cacat beru.t dan
tunjangan kesehatan bagr putra putri pahlawan yang
tidak mampu.
Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara
langsung kepada penerima seper ti bantuan kendaraan
operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan
masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk
nelayan miskin, bantr.rasr rnekanan/pakaian kepada
yatim piatu/tuna sosial, dan hantuan ternak bogl
kelompok masyarakat kurang mampu.
Teknis pelaksanaan pemberian bantuan sosial diatur
tersendiri dan disusun oleh SKPD yang membidangi
berdasarkan peraturan perundanrg-undangan.

Baglan Kedua
Pcnganogaran

"ailal 
29

(1) Anggota/ Kelompok Masyarakat menyampaikan usulan
beruq surat permoh onan bantuan sosid yaag disertai
proposal kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang
membidangi.

(21 Sistematika penulisan surat permohonan dan
penyusunan proposal sebagairnana dimaksud pada
4yat (1) tercantum dalam lampi ran Peraturan Bupati
ini.

(3) Bupati dengan suatu disposisi atau yang
dipersamakarr menunjuk BKPI) yang memtridang
untuk segera melakukan evaluas i usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l).

(4) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), kepala SKPD da.pat membentuk tim
evaluasi.

(5) Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menyarnpaikan hasil evaluasi
berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
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(6) Format Rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.

(71 Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi
sebagaimana ayat (5), dikoordinasikan oleh DPKD yang
selanjutnya dibawa dalam rapat pembahasan ?A.PD.

(8) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6|
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan
daerah.

(91 Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) tercantum dalam la.mpiran Peraturan
Bupati ini.

(1O) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana
tersebut pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), ayat (4), ayat
(5), ayat (6), dan ayat (7) terhadap bantuan sosial
kepada individu dan/atau keluarrga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya, mekanisme pengusulannya
dilakukan ole.h Kepala DPKD.

P&.el 3()

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan
ayat (81 serta persetujuan Bupati menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran hantuan sosial dalam
rancangan KUA dan PPAS.

@ Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) meliptrti anggaran bantuan
sosial berupa uang dan/atau barang.

Pesl 31

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-
PPKD.

(21 Bantrral sosial berupa harang dicanttrmkan dalara
RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat(21, menjadi dasar penganggaran
bantuan sosid dalam APBD sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pa.d 32

Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam
kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan
rincian obyek belanja bantuan so,sial pada PPKD.
Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek
belanja bantuan sosial sebagei-nana dimaksud pada
ayat ( 1), meliputi :

a. Individu dan/atau Keluarga;
b. Masyarakat; dan
c. Lembaga Non Pemerintahan.

(2)
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(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam
kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke
dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan
sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial
barang yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/ masyarakat pada SKPD.

Pasal 33
Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat
penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran
lV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak
termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
Format Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV
Peraturan Bupati ini, sebagai bagran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD.

■
■

(2)
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(3)

Bagtan Kcttga
Pelat:anaea daa Pcnrtausahann

Pelsl 34

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang
berdasarkan atas DPA-PPKD.

felalsanlan anggarar bantuan sosial berupa barang
berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pas.l 35

llepala DPKD mengajukan usulan rancangan
Keputusan Bupati tentang pemberian bantuan sosial
dalam bentuk uang beserta besarannya dan memuat
daftar rekening penerima yang akan diberikan kepada
Penerima Bantuan Sosial.
Kepala SKPD terkait, mengajukan usulan rancangan
Keputusan Bupati tentang pemberian Bantuan Soiial
berupa barang beserta besaran dan/atau jenisnya dan
memuat daftar rekening penerima yang akan diberikan
kepada Penerima Bantuan Sosial.
Bupati dapat menetapkan Pemberian Bantuan Sosial
dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada penerima
Bantuan Sosial beserta besaran dan/atau jenisnya
kepada Penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan
Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Bupati tentang penjabaran ApBD.
Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial
didasarkan pada Keputusan Bupati tentang pemberian
Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali bantuan
sosial kepada Individu dan/atau Keluarga yang tidakdapat direncanakan sebelumnya ssbagoimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

J
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(5, Penyaluran/penyerahan banflran sosial kepada
Individu dan/atau Keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (3), didasar kan pada permintaan
tertulis dari individu dan/atau keluarga yang
bersangkutan dan/ atau surat keterangan dari pejabat
yang berwenang serta mendapart persetujuan Bupati
setelah diverilikasi oleh SKPD terkait.

16) Bantuan sosial kepada indM&r: danl atarr ketuarga
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilakukan
evaluasi oleh Tim Evaluasi pada SKPD terkait.

l7l Pencairan bantuan sosial berurpa uang dilalrukarr
dengan cesa pernhayarasl langsrrng (l,S) melahri
mekanisme SPP/ SPM/ SP2D-LS.

(8) Pencairan bantuan sosial berupa uang sebagaimana
dimaksud daJam Fasal 3 ayat (2\ disalurlcan langpung
kepada Penerima Bantuan Sosial dan/atau Kelompok
Penerima Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(9) Pencairan dana bantuan sosial dapat diterbitkan
ddam 1 {satu) SPP,ISPM/Sy2D, apa.bila dilakukan oieh
lebih dari 1O (sepuluh) atau lebih anggota kelompok
masyarakat penerima pada kode rekening dan
PenEBunaan yang sama.

(1O) Dalam hal bantuan sosial berupa uang, dengan nilai
sampai dengan Rp. 5.0OO.OO0,OO (lima juta rupiah),
pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme
Tambah Uang (TU) Persediaan.

t11) Peryahlrarr burtr:arr sosral berupa uang sebagdmrra
dimaksud pada ayat (1O) dilaksanakan oleh SKPD yang
membidangi.

(12) Penyaluran dana bantuan sosial kepada Penerima
Bantuan Ssslal ssfagaimana dirnaksud pada ayat (7)
dilenglapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang
bantuan sosial dan penyaluran bantuan sosial berupa
barang dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang
membidangi daJarn benfuk Berita Acara Serah Terjma
Barang.

(13) Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari
belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21,
sebagaimana tersebut dalam La.mpiran Peraturan
Bupati ini.

Paral 36

Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

●_
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Begiaa KGGEPat
Pertangguaglasaban dan Pelaporan

Pasd 37

Penerima Bantuan Sosial b,erupa u€ulg, wajib
menyampaikan laporan penggu naan bantuan sosial
kepada Bupati melalui PPKD den gan tembusan Kepada
SKPD terkait.
Penerima Bantuan Sosial be:rupa barang, wajib
menyampaikan laporan penggumaan bantuan sosial
kepada Bupati melalui SKPD terk ait.
SKPD terkait berkewajiban untuk memberikan
peringatan kepada Penerima Bantuan Sosial apabila
trdak merryarnpraikan lap,orarr sebaggirnarra dimaksud
pada ayat (1) dan ayat(21.
Penerima Bantuan Sosial yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksrad pada ayat (1) dan
ayat (21 dikenakan sanksi :

a- ganti n:gi dan pengembalian dana.
b. pemblokiran dan/atau penghentian sementara

bantuan yang diberikan;
c. tidak dapat menerima program dalam bentuk

apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
d- pirlena , setelah melalui proses hukula seperti

penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasel 38

Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi
jenis belanja bantuan sosial pada PPKD clalam tatrun
anggaran berkenaan.
Ba-ntuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi
obyek belanja bantuan sosial padla jenis belanja barang
dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKpD
terkart.
PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan
sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) paling lambat
tanggal 5 Januari tahun anggara:n berikutnya.
Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat nama penerima dan besaran banhran sosial
yang diterima oleh masing-masing individu dan / afa:u
keluarga.

Paral 39

Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah
pembenan bantuan sosial, meliprrti :

a. Usulan berupa surat perrnohonan dari
Penerima Bantuan Sosial rtan {ataru-
keterangan dari pejabat yang berwenang

atas

calon
surat

kepada
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Bupati yar:g teJalr djrekomendasj olelr Kepala SKPD
dan dipertimbangkan oleh TAPD serta disetujui
Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan
Sosial dalam bentuk uang dan/atau barang beserta
besaran dan jenis barang serta memuat daftar
rekening penerima kepada Penerima Bantuan
Sosial;

c. Pakta mtegntas dan Pcaerima Bartuarr Soetal, yarrg
menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima
akan digunalan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti transfer/ penyera-han taang atas pemberian
bantuan sosial berupa uang altrau bukti serah terima
barang atas pemberian barntuan sosial berupa
barang.

l2l Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan huruf c, dikecualikan terhadap
bantuan sosial bagi Individu dan/ atau Keluarga yang
tidak dapat direncanakan sebelurnnya.

Passl 4()

Penerima bantuan sosial bertanggungiawab secara
lormal dan matenal atas penggunaan bantuan sosial
yang diterimanya.
Pertanggungiawaban Penerima Bantuan Sosial
meliputi:
a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh Penerima

Bantuan Sosial;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan

bahwa" bantuan sosial yang diterima telah
digunakan sesuai dengan usul an; dan

c. salinan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan
sah sesuar dengan peraturan perundang-undangan
bagi Penerima Bantuan Sosial berupa uang atau
salinan bukti serah terima barang bagl Penerima
Bantuan Sosial berupa barang,.

Pertanggungiawaban sebagaiman a dimaksud pada ayat
(2| huruf a, hrrruf b dan hrrruf c- disampaika.n kepada
Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulaLn setelah diterimanya
bantuan sosial dan/ atau paling lambat tanggal 10
bulan Januan hhun angaran berikutnya lcecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-
undangan.
Salinan Pertanggungiawaban selagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh
Penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pa.ael 4l
Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan
keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran
berkenaan.

１
■
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Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan
kepada Penerima Bantuan Sosiall sampai dengan akhir
tahun anggaran dilaporkan sebagai persediaan dalam
neraca SKPD.

ksd43
Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversi
e,esrrai sta*dar alnrntansi p,e{Irerintatrafi\ pada laporarr
realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas
laporan keuaagan dalam pen)rusunan laporan
keuangan Pemerintah Daerah.
Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial
berupa barang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1|
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Persyaratan dan mekani,sme penyampaian
pertanggungjawaban belanja bantuan sosial
sebagaimana tercantum pada L,ampiran Peraturan
Bupati ini.

BAB V
BAITTI'AIT KEUAI{CAIT

Eaglaa Kesatu
Umum

Pesal .lA

Pemerintah Daerah dapat rnemberikan bantuan
keuangan yang bersifat umurn clan/ atau ktrusus
kepada Pemerintah Desa d,an/ atau Kelurahan,
Pemerintah Daerah l,ainnya, dan kepada Partai Politik.
Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
bersifat umum yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa
(ADD) yang dialokasikan kepada masing-masing
Pemerintah Desa di seluruh Kabupaten Situbondo
berdaserka, prttmbngan analisa ADD Mtnimd dan
ADD Proporsional yang diatrur tersendiri dalam
Peraturan Bupati dan Penghasillan Tetap Kepala dan
Perang!<at Desa (PT.1(PD).

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan Perangkat Desa (PIKPD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, peruntukan dan
penggunaErnnya diserahkan sepenuhnya kepada
Pemerintatr Dcsa selakrr Perrerirna Bantrran eesrrai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bantuan keuangan kepada Peme:rintah Desa dan/atau
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
bersifat khusus, secara tekhnis peruntukan dan
penggunaannya diatur tersend.iri dalam Peraturan
Bupati.

一１
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(5) Khusus untuk bantuan keuangan kepada Partai
Politik, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagtan Kedua
Penganggaran

Pasal 44

(1) SKPD yang membidangi wajib menghitung besaran
Alokasi Dana Desa (ADD), PTKPD dan Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(21 Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diusulkan kepada Bupati melalui TAPD.

(3) Pemerintah Desa dan/ atau Kelurahan mengajukan
bantuan keuangan khusus dengan menyampaikan
usulan berupa surat permohonan Bantuan Keuangan
yang disertai proposal atau dokumen yang
dipersamakan kepada Bupati dengan tembusan SKPD
yang membidangi.

(4) Sistematika penulisan surat permohonan dan
pen5rusunan proposal atau dokumen yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam L,ampiran Peraturan Bupati ini.

(5) Bupati dengan suatu disposisi atau yang
dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangi
untuk segera melakukan evaluasi usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi
kepada Bupati melalui TAPD.

(71 Format rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) tercantum dalam la.mpiran Peraturan
Bupati ini.

(8) Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan
oleh DPKD, yang selanjutnya dibawa dalam rapat
pembahasan TAPD.

(9) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan
daerah.

(10) Format pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.

(11) Usulan dan Rekomendasi SKPD yang membidangi
serta pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, ayat (6) dan ayat (8) berikut pula persetujuan
Bupati menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran
bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.

lra
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PlrEaI 45

(1) Bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau
ktrusus kepada Pemenntatr Desa danl atau Keturahan,
Pemerintah Daerah Lainnya dan kepada Partai Politik
dianggarkan pada RKA-PPKD.
RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dan
bantuan keuangan khusus dalam APBD sesuai
peraturan perundang-undangan.
Bantuan keuangan sebagaiman:ra dimaksud dalam
Fasal 43 ayat (1, diangarkan dalam kelompok belanja
tidak langsung, jenis belanja ban tuan keuangan, obyek
belanja bantuan keuangan bersifat umum/ khusus
dan rincian obyek belanja berken,aan pada PPKD.

(4) Rincian obyek belanja sebagairnana dimaksud pada
ayat {3) dicantumkan nama d-esa, kecamatan dan
besaran bantuan keuangan.

Baglan KGttga
Pelatranaan dan Peneta usahaaa

Pasel 46

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan
atasDPA-PPKD.
Kepala DPKD mengajukan usulan rancangan
Keputusa-n Bupati tentang Pemberian Balhran
Keuangan beserta besarannya dan memuat daftar
rekening penerima yang akan diberikan kepada
Pemtrintah Dcsa darrl atam Kehrrahran.
Bupati dapat menetapkan Pemberian Bantuan
Keuangan beserta besarannya yang akan diberikan
kepada Pemerintah Desa dan/ atau Kelurahan dengan
suatu Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD.
Penyaluran bantuan keuangan didasarkan Keputusan
Bupati tentang pemberian bantuan keuangan beserta
besarannya dan memuat daftar rekening penerima
yang akan diberikan kepada. Pemerintah Desa
dan/ atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

Pencairan funtuan keuangan dtJah)kan dengan cara
pembayaran langsung (LS).

Bantuan keuangan sebagaimama pada ayat (3)
disalurkan langsung pada rekenirrg kas masing-masing
Pemerintah Desa dan/ atau Kelurahan.
Persyaratan dan mel<anisme lrncairan dana dari
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

sebagaimana tersebut dalam L"ampiran Peraturan
Bupatr mi.
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Baglan Kcenpat
Pcrtanggungfawabaa daa Pclaporan

Pagal 47

Penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan
Iaporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada
Bupati melalui PPKD dengan ternbusan Kepala SKPD
terkait.
SKPD terkait berkewajiban untuk memberikan
peringatan kepada Penerima Bantuan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila
Penerima Bantuan Keuangan belum menyampaikan
laporan penggunaan sampai batas wakhr yang
ditentrrkan.
Penerima Bantuan Keuangan yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :

a. ganti rugi dan pengembalian dana;
b. p,emblohan danl atau lcnglrrentran semerrtffa

bantuan yang diberikan;
c. tidak dapat menerima pro gram dalam bentuk

apapun yang dibiayai oleh Ke,uangan Negara;

d. pidana, setelah melalui proses hukum seperti
pe.nyelidikan, penyidikan, dan lainnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Passl 48

Bantuan Keuangan Umum dan Banturan Keuangan Khusus
dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan
pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasel 49

Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah atas pemberian
bannlan keuangan, meliputi :

a. usulan SKPD, terhadap pemberian bantuan keuangan
yang bersifat umum dan usulan Pemerintah Desa
dan/ atau Kelurahan, terhadap pemberian bantuan
keuangan yang bersifat khusus yarrg telah disetujui oleh
Bupatr.

b. Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan
Keuangan beserta besarannya ,dan memuat daftar
rekening penerima yang akan diberikan kepada
Pemerintah Desa dan/atau Keluratran.

c. Pakta integritas dari penerims. bantrJ.an keuangan yang
menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima
akan digunakan sesuai dengan ketentuan; dan

d. Bukti transfer/penyerahan uamg atas pemberian
Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan Keuangan
Khusus.

(3)

⌒
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(2)

P.s.l 5'0

Penerima Bantuan Keuangan lJmum dan Bantuan
Kerrangan Khrrsrrs hertasggung ja'rab s,ecara formal
dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang
diterimanya.
Pertanggungiawaban Penerima Bantuan Keuangan
Umum dan Bantuan Keuangan KJrusus, meliputi:
a. laporan penggqnaan Bantrran Ker.rangan oleh

Penerima Bantuan Keuangan Umum dan Bantuan
Keuangan Khusus;

b. surat pernyataan tanggungiawab, yang menyatakan
bahwa Bantuan Keuangan IJmum dan Bantuan
Keuangan Khusus yang diter:ima telah digunakan
sesuai dengan ketentuan;

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
sesuar peraturan perundang-undangan bag,
Penerima Bantuan Keuangan.

Pertanggungiawaban sebagaiman a dimaksud pada ayat
(2) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada
Bupati dalam waktu 3 (tiga) bular setelah diterimanya
funrn)an keuangan dan / atau @ing lambat tanggal 10
bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-
undangan.
Salinan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh
Penerima Bantuan selaku obyek pemeriksaan.

Pa.rel 51

Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada
laporun lcuangan Femerintah Daerah dalam tahun
anggaran berkenaan.
Persyaratan dan mekanisme penyampaian
pertanggungiawaban belanja bantuan keuangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.

BAB VI
BELIIITJA TIDAT TERDUGA

Ee.gba Kcaetu
Umum

Pasal 52

(1) Belanja tidak terduga sebagairnana dimaksud pada
Pasal 3 ayat (3f, merupakan belanja untuk kegiatan
yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan
i:erulang/ tidak terus menerus seperti, penanggulangan
bencana' alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya, terrrrasuk pengembalian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutuP.

t3〕

(4)

(2}
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Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) yaitu, u ntuk tanggap danrrat
dalam rangka pencegahan gangguan terhadap
stabilitas penyelenggaraan pemenntahan demi
terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban
masyarakat di Daerah.
Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup
sebagaimana dimaksud pada ayat (11 harus didukung
dengan bukti-bukti yang sah.
Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, furdasarkan
kebutuhan yang diusulkan oleh SKPD/unit ke{ayang
membidangi dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan Daerah.
Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga
yang diarggarkan dalam APBD untuk mendanai
Tanggap Darurat, Penanggulangan Bencana Alam
dan/ atau Bencana Sosial, temasuk pengembalian atas
kelebihan p,enetimaarr talrrrn-tah'un sehclrrmnya yarrg
telah ditutup dan ditetapkan denrgan suatu Keputusan
Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat
I (satuf bulan terhitung se1'ak tanggal ditetapkannya.

ParalBa

Keadaan darurat sebagaimana d imaksud dalam Pasal
52 ayat {2), sekurang-kuralgn;ra memenuhj kiteria
sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
Pemenntah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah

Daerah; dan
d. memililo dampak yang signifik an terhadap anggaran

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
keadaan darurat.

Dalam keadaan darurat, Peme rintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD.
Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia
angarannya srubagairnana dirnaksud pada ayat (2|
dapat menggunakan belanja tidalk terduga.
Dalam hal anggaran belanja tidak terduga tidak
mencukupi, dapat dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang
capajan target kjnerja proSrarn dan kegiatan lainr:ya
dalam tahun anggaran berjala:n; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang
kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang APBD.

(3)

(4)

(5)

１
■

(2)

(3)
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(5)
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(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak
sebagaimana dimaksud pada aya t (5), mencakup :

a. prograrrr dan kegiatan pe.Layanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran bef alan; dan

b. keperluan mendesak Iainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan masyaLrakat.

(71 Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dtrn
kegiatan bagl pelayaaan dasar masyarakat yang
anggararrnJ a belum tersedia daJam tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) huruf a,
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk
kebutuhan tanggap darurat bencana.

(9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana
sebagarmana dimaksud pada ayat tB) dilakr:kan
dengan pembebanan langsung pada belanja tidak
terduga.

(10) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), digunakan
hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban
bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban
bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pargan,
saadang playanan kesehatan dan pnatnpungan
serta tempat hunian sementara.

(11) Dalam haf keadaan darurat terjadi setelah
ditetapkannya perubahan APBD, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, dan pengeluaran rtersebut disampaikan
dalam laporan realisasi anggaran.

(12) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat 111), di,forrmiasrkan
terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan
dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah
memperoleh perseh4iuan Sekretaris Daerah.

BaghoI(ciE
Pcnganggaraa

Paral 54

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga
dianggarkan pada RKA-PFKD.
Belanja yang dianggarkan seL)agaimana dimaksud
pada ayat {1), merrpekan transfer dana dari PPKD
kepada Penerima Belanja tersebut dan merupakan
kelompok belanja tidak langsung pada PPKD.
Belanja tidak terduga dianggarkan dalam kelompok
belanja tidak langsung dan jenis, obyek, rincian obyek
belanja tidak terduga.

η
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Brglen Kctlga
Pel,ets.lea! daa Pe nataugeha.n

Pasal 55

Setelah pernyataan tanggap darurat bencana
dikeluarkan oleh Bupati, kepala SKPD yang
melaksanakan fungsi penanLggulangan bencana
mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
SKPD terkait dapat membentuk rtim untuk melakukan
verifikasi daa asjstensj RKB tanggap darurat bncana.
PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat
bencana kepada kepala SKPD yang melaksanakan
fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu)
hari keda terhitung sejak diterimanya RKB.
Pencairan tanggap darurat benc.ana dilakukan deagan
mekanisme TU dan/ atau LS dam diserahkan kepada
Bendahara Pengeluaran SKPD yang melaksanakan
ftmgsr penanggulangan berrcana danl atau SKPD yang
terkait.

(5) Penggunaan dana tanggap darurrat bencana dicatat
pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara
Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi

hencana dan/ atam SKPD yang terkait.
Persyaratan dan mekanisme pencairan dana dari
belanja tidak terduga sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini.

Baglat lltcrarpat
Pertanggungfawabatr dan IPoleporaa

Pesal 56
Kepala SKPD yang me,laksanakan fungsi
penanggulangan bencana danl atau SKPD yang terkah
bertanggungiawab secara frsik dan keuangan terhadap
penggunaan dana tanggap darurat bencana yang
dikelolanya.
Pertanggungiawaban atas penggunaan dana tanggap
darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana
dan/atau SKPD yang terkait kepada PPKD dengan
melantpirkan bukti- bukti pengeluaraa yang sah dan
lengkap serta surat pernya taan tanggungiawab
belanja.
Pertanggungjawaban sebagaiman,a dimaksud pada ayat
(2) disampaikan kepada Bupati dalam waktu 3 (tiga)
bulan setelah diterimarrya belanja tidak terduga,
kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-
undangan.
Persyaratan dan mekanisrne penyasrpaian
pertanggungiawaban belanja tidak terduga
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.
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Pacrt 57

Pengadaan barang /jasa dalam rangka. belanja tidak terduga
sebagainana dinrat<sud dalarn Pasal 3 ayat (3!, wajib
berpedoman pada peraturan perundang undangan yang
berlaku,

BAB VU
PEI|GEI,UARAIT PT,IBIJIYAAX

Baglan Keratu
Umum

Passl 58

Pengeluaran Pembiayaan adalaLtr pengeluaran yang
akan diterima kembali bark pada tahun anggaran
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mencakup :

a- pembenh:kan dana gedangani
b. penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
c. pembayaran utang pokok; dan
d. pemberian pinjaman Daerah.
Penyertaan modal (investasi) Pernerintah Daerah dalam
rangka p€lalsanaan dana- bergutir dilaksana'kan agar
dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis oleh SKPD terkait yang dituangkan
dalam Feraturan Bupatr.

B.8l.tl Kcdua
Pcnganggaran

Pesat 59

Pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan
sebagarmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [2),merupakal kelompok belanja pengeluaran
pembiayaan jenis belanja, sebagaLi berikut :

a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
c. pembayaran rrtanrg pokok; dan
d. pemberian pinjaman Daerah.
Untuk menganggarkan dana cadangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf ar, Pemerintah Daerah
harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah
tentang Pembentukan Dana_ Cadangan yang
mengatur:
a. tqluan pembentukan dana cad angan;
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dan dana

cadangan;
c. besaran dan rincian kebutu han dana cadangan

yang harus dianggarkan.

(3)

(2)

C,l
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(3) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam
akun pembiayaan Daerah, kelompok belanja
pengelu€ran pembiayaan Daerah, jenis belanja
pembentukan dana cadangan.

(4) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah
Daerah dapat mengan investasi pemerintah
daerah, yang meliputi :

a. investasi jangla pendek;
b. investasi jangka panjang.

(5) Investasi jangka pendek sebagairnana dimaksud pada
ayat (4f huruf a, merupakan investasi yang dapat
segera diperjualbelikan/dicairkan dan dimiliki selama
kurang dan 12 (dua belas) bulan.

(6) Investasi jangka panjang sebagairnana dimaksud pada
ayat (41 huruf b, merupakan investasi yang
dimaksudkan untuk dimililc lebih dari 12 (dua belas)
bulan yang terdiri dari :

a. investasi Permanen;
b. investasi non Permanen.

(71 Investasi Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat
15) huruf a, bertujuan untr:k djmiliki *cara
berkelanjutan tanpa ada niat untuk dipe{ualbelikan
atau tidak ditarik kembali.

(8) Investasi non Permanen sebaeairnana dimalsud pada
ayat (6) huruf b, bertr:juan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan atau ada niat untuk dipe{ual betkan
atau ditarik kembali.

(9) Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah
sebagaimana dimahsud pada ayat l4), dranggdkar
dalam kelompok belanja pengeluaran pembiayaan
Daerah, jenis belanja penyertaan modal/ investasi
Pemerintah Daerah.

(10) Pembayaran utang pokok 56lragaimana dimaksud
pads, ayat (U hrJruf c, dianggarlan dalam kelompok
belanja pengeluaran pembiayaan Daerah, jenis belanja
pembayaran pokok hutang.

(11) Pemberian pinjaman daera-h sgSagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, dianggar kan dalam kelompok
belanja pengeluaran pembiayaan Daerah, jenis belanja
pemberian pinjaman Daerah.

Baglan Kctlga
Pelrtraaean daa Pcaatanuahaaa

Paral 60

Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan
Daerah berupa uang bedasarkan atas DPA-PPKD.
Penyaluran/ pencairan pembenttrkan dana cadangan,
penyertaan modaf / invssta si Pernerintah Daerah.
pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman
Daerah dilakukan dengan mekanisme pembayaran
langsung (LS).

い
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ftnyafuran pembentukan dana cadangan,
pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman
Daerah dilaksanakan setelah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Penyaluran penyertaan modal/ investasi Pemerintah
Daerab, diaksanakan seteJah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dan ditarldatanganinya Surat
Perjanjian penyertaErn modal/investasi Pemerintah
Daerah.

8e8!as llcempat
Pertengguaglawabaa daa Petraporan

Pasal 61

Penerima manfaat wajib menyampaikan laporan
penggunaan dananya kepada Bupati melalui PPKD
dengan tembusan Kepala SKPD terkait.
SKPD terkait berkewqiiban unh:k mem-berikan
peringatan kepada Penerima rnanfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), apabila Penerima belum
menyampaikan laporan prunggrsnaan sampai batas
waktu yang ditentukan.
Penerima manfaat yang tndak melaksanalen
kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Persyaratan dan mekanisme penyampaian
pertanggungiawaban pengeluLaran pembiayaan
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paral 62

Pengeluaran pembiayaan dicatat se bagai realisasi jenis
belanja pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Palal 63

(1) Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah atas
pengeluaran pembiayaan, melipu ti:
a. usulan SKPD terkait yang telah disetujui Bupati;
b. Peratutan Daeratr tentarrB p,embentrrkarr dana

cadangan;
c. Keputusan Bupati tentangi penetapan dana

cadangan, penyertaan modal/investasi pemerintah
daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian
pinjaman Daerah;

d, bukti transfer uang atas dana cadangan,
penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah,
pemba5raran pollok utang dan pembenan pinjaman
Daerah;

e. surat pedanjian penyertaan modal/investasi
Pemerintah Daerah dan/atau bukti kepemilikan
saham.

12)

(3)

(4)
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Pasat 64

Penerima pengeluaran pembiayaan daerah,
bertanggungjawab secara formal dan material atas
pengguna€rn dana yang diteriman ya
Pertarggungiawaban penerima rnpnfaat meliputi:
a. laporan penggunaan investasi oleh Penerima;
b. surat pemyataan tanggungiawab yang menyatakan

bahwa investasi yang diterirna telah digunakan
sesuai dengan ketentuan;

c. buktj-bukti pngeluaran yatg lenglap den sah
sesuai peraturan perundang-undangan bagl
Penerima investasi.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf a dan huruf b, disampaikan kepada
Bupati dalam waktu 3 (tiga) bula-n setelah diterimanya
dana cadangan, penyertaan modal/ investasi
Pemerintah Daerah, pembayaram pokok utang dan
pemberian pin5arnan Daerah dan/ atar.r paling hrnbat
tanggal 1O bulan Januari tahun ,anggaran berikutnya,
kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-
undangan.
Pertanggungiawaban s6gagaimarna dimaksud pada
ayat (3) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh
Penerima investasi selaku obyek pemeriksaan.

Par&I 65

Realisasi pengeluaran pembiayaan Daerah
dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah
Daerah dalam tahun anggarErn berkenaan.
Persyaratan dan mekanisme penyampaian
pertanggungiawaban pengeh.naran pembiayaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.

BAB VIII
f OI{INORII{G DAIT EIIALUASI

?ualC6
SKPD terkait wajib melakukan monitoring dan
eva,luasi terhadap pelaksanaan pernberian hibah,
bantuan sosial, bantuan keuamgan, belanja tidak
terduga dan pengeluaran pembiayaan.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang
terdiri dari SKPD Terkait, DPKD dan Bappeda serta
Instansi teknis lainnya yang disesuaikan dengan
kebutuhan.
Hasil monitonng dan watuasi sebagai,rnana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan
tembusan Inspelrtorat.

(31

(4}

(2)

(2)

(助

t't



１
■

37

PaEal 57

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud clalam Pasal 66 ayat (3J, terclapat penggunaan
dana hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja
tidak terduga dan pengeluaran pernbiayaan yang tidak
sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka bagi
Penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan,
belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang
bersangkutan dikenakan sanksi sesu ai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB TX

I(ETEITTUAIT PERPA.'AXAI{

Perd 68

Bendahara Umum Kas Daerah dan Bendahara
Pengeluaran PPKD tidak w4jib memotong dan/atau
memungut PPh dan PPN atas pe laksanaan pemberian
hibah, bantuan sosial, bantuarn keuangan, belanja
tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
Kewajiban pemotongan dan/ atau pemungutan PPh
dan PPN merupkan kewajiban hendahara organisasi/
lembaga/ panitia, yang dilaksan akan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyetoran kewajiban pemotongan dan/atau
pemungutan PPh dan PPN sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disetor sesuai denga.n taneqal transaksi.

BAB X
XTWA.'IBAIT UEITYEN)R SISA DAI{A

P..aI 69

Penerima hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja
tidak tetdrrga dan p,enge.lrraran pembiayaan apabila dalarn
pelaksanaan akhir kegiatannya masilr terdapat sisa dana
dan dana yang tidak dapat dipertanggungiawabkan, harus
segera menyetorkan sisa dananya ke rekening kas umum
daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun
berkenaan.

BAB XI
XETEI| TUAIT I"AIT-L^AII|

P.s.l 70

(l) Permohonan hibah, bantuan sosial, bantuan
keuangan, belanja tidak tercluga dan pengeluaran
pembiayaan yang tidak mengikuti ketentuan sesuai
Peraturan Bupati ini tida-t< dapat diproses
permohonannya.

(2)

(3)
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(2) Penenma hib,alz, bantuan sosial, baatu an keuangan,
belanja tida} terduga dan pengeluaran pembiayaan,
dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada
pihak lain.

(3) Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
dipublikasikan kepada masyarakat melalui media
elektronik/website dan/ atau bentuk lainnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XrI
XBTENTUAIT PERALIHAI|

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan
Tata Cara Pergangaran, lelaksanaan darr

penatausahaan Pertanggunglawaban dan Pelaporan serta
monitoring dan evaluasi pemberian hibah, bantuan sosial,
bantuan keuangan, belanja tidak terd uga dan pengeluaran
pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten
Situbondo, mulai Tahun Anggaran 20 14 berpedoman pada
Peraturan Bupati ini.

Agar setiap orang dapt mengetahuinya, memeintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatanrrya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal ｀      1:IF

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal

SEI(R TARIS DA.ERAII
NABI'PATET SITUBONDO,

BERITA DAERAH KABUPATEW SITU30HDO T― E2013 NOMOR 17

ζ年か

~F冴
百爾モ声
吻 ・颯k臥

DADANG TJICIARTO
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LIIMPIRAIY Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : I

SISTEMATEKA PEWYUSUNAN PROPOSAL HIBAH, BNTUAN 80SIAL,

BANTUAN  KEUANGAN,  BELANJA  TIDAK  TERDUGA  DAN

PENGELUA―    PEMBIAY―    SERTA   DOKUMEW   YANG

DEPERSA― DEWGAI PROPOSAL UNTUK… AⅡ KEUNG▲ Ⅱ

KHUSUS

I.l SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL HIBAH

Sistmatika Proposd,addah sebagai be五 kut:

a. Pendahuluan

Pendahuluan memuat:

● Latar belakang,memuat g― baran umum mengenai fakta―

fakta dan pe....asalahan― pe―asalahaln serta alasan― alasan
yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan

perlunya bantuan pembiayaan.

o Maksud dan tujuan, memuat

maksud dan tujuan yang

pelaksanaan kegiatan.

b. Rencana Pemanfaatan

Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegratan

yang akan dilaksanakan.

c. Waktu dan Lokasi

Waktu dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan

kegiatan.

d. Jenis Yang Diusulkan

Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari pada hibah/bantuan
sosial/ bantuan yang diharapkan berupa uang, barang atau jasa.

e. Nilai/ Rencana Anggaran Biaya

Nilpi/Rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan

mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk
rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.

uraian/rumusan mengenai

akan diwujudkan dalam

t・
|
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f. ftnutup
Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang

berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah

diuraikan dalam bagian sebelumnya.

g. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan

(pimpinan/ ketua) serta stempel/cap organisasi.

1.2 SISTEMATIKA PET..IYI.JSUNAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

Sistematika Proposal, adalah sebagai berikut :

a. Pendahuluan

Pendahuluan memuat :

o la.tar belakang, memuat gambaran urtr1um mengenai falrta-

fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan

yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan

perlunya bantuan pembiayaan.

o Maksud dan tujuan, memuat uraian / rumusan mengenai

maksud dan tujuan yang akan diwujudkan dalam

pelaksanaan kegiatan.

b. Rencana Pemanfaatan

Rencana pemanfaatan, memuat uraian men genai bentuk kegiatan

yang akan dilaksanakan.

c. Waktu Dan Lnkasi

Walrhr dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan

kegiatan.

d. Jenis Yang Diusulkan

Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari pada hibah/ bantuan

sosial/ bantuan yang diharapkan berupa uang, barang atau jasa.

e. Nilai/Rencana Anggaran BiaYa

Nilai/ Rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan

mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk

rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.

f. Penutup

Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang

berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah

diuraikan dalam bagian sebelumnya.

g. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan

(pimpinan/ ketua) serta stempel/ cap organisasi'

0・ 0
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I.3 SISTEMATTKA PENTUSUNAN PROFOSAL BAN?UAN S\OSIAL YANG

TIDAK DIRENCANAKAN

Sistematika Proposal, adalah sebagai berikut :

a. Pendahuluan

Pendahuluan memuat :

. Latar belakang, memuat gambaran urnum mengenai fakta-

fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan

yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan

perlunya bantuan pembiayaan.

o Maksud dan tujuan, memuat uraian/ rumusan mengenai

maksud dan tujuan yang akan diwujudkan dalam

pelaksanaan kegiatan.

o Dasar hukum, memuat peraturan-peraturan yang menjadi

dasar bantuan sosial yang tidak direncarrakan diberikan.

b. Rencana Pemanfaatan

Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan

yang akan dilaksanakan.

c. Waktu dan Lokasi

Waktu dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan

kegiatan.

d. Jenis yang Diusulkan

Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari pada hibah/ bantuan

sosial/bantuan yang diharapkan berupa uang, barang atau jasa.

1 e. Nilai/Rencana Anggaran Biaya
-' Nilai/ Rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan

mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk

rincian kebutuhan bahan dan peralatan sertta kebutuhan lainnya.

f. Penutup

Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang

berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah
diuraikan dalam bagial sebelumnya.

g. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan
(Kepala SKPD yang membidangi) serta stempel SKpD yang

membidangi.

CC
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I.4 SISTEMATIKA PENTUSUNAN PROFOSAL BANruAN KEUANGAN

KHUSUS DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Sistematika Proposal, adalah sebagai berikut :

a. Pendahuluan

Pendahuluan memuat :

e l,atar belakang, memuat gambaran urnum mengenai fakta-

fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan

yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan

perlunya bantuan pembiayaan.

o Maksud dan tujuan, memuat uraian/rumusan mengenai

maksud dan tujuan yang akan diwujudkan dalam

pelaksanaan kegiatan.

b. Rencana Pemanfaatan

Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan

yang akan dilaksanakan.

c. Waktu Dan lokasi
Waldu dan l,okasi, memuat walrhr dan tempat pelaksanaan

kegiatan.

d. Jenis Yang Diusulkan

Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari pada hibah/bantuan

sosial/bantuan yang diharapkan berupa uang, barang atau jasa.

e. Nilai/ Rencana Anggaran Biaya

Nilai/Rencana Anggaran Biaya memuat rarmusan perhitungan

mengenai kebutuhan biaya pelaksanaartr kegiatan termasuk

rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya.

f. Penutup

Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang

berkaitan dengan praktik penyelenggaraan kegiatan yang telah

diuraikan dalam bagian sebelumnya.

g. Tanda tangan yang disertai nama lengkap pemohon bantuan
(pimpinan/ ketua) serta stempel/cap organisasi.

0d
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I.5 SISTEMATTKA PEI.TYUSUNAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAfi

DENGAN PROPOSAL UNTUK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

LAINI.IYA

Sistematika Dokumen yang dipersamakan dengan Proposal, adalah

sebagai berikut :

a. Pendahuluan

Pendahuluan memuat :

o Dasar Hukum, memuat peraturan-peraturan yang mendasari

bantuan keuangan dimaksud diberikan termasuk diantaranya

petunjuk teknis (luknis) atau petunjuk pelaksalaan (iuklak).

o l,atar belakang, memuat gambaran unnum mengenai fakta-

fakta dan permasalahan-permasalahan serta alasan-alasan

yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan

perlunya bantuan pembiayaan.

o Maksud dan tujuan, memuat uraian / rumusan mengenai

maksud dan tujuan yang akan diwujudkan dalam

pelaksanaan kegiatan.

b. Rencana Pemanfaatan

Rencana pemanfaatan, memuat uraian mengenai bentuk kegiatan

yang akan dilaksanakan.

c. Wakhr dan tokasi

Waktu dan Lokasi, memuat waktu dan tempat pelaksanaan

kegiatan.

d. Jenis yang Diusulkan

Jenis yang diusulkan, memuat bentuk dari bantuan keuangal

khusus yang diharapkan berupa uang.

e. Nilai/ Rencana Anggaran Biaya

Nilai/ Rencana Anggaran Biaya memuat rumusan perhitungan

mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk

rincian nama penerima dan alamtanya.

f. Penutup

Penutup, memuat rangkuman mengenai pokok pikiran yang

berkaitan dengan pralrtik penyelenggaraan kegiatan yang telah

diuraikan dalam bagian sebelumnya.

g. Tanda tangan yang disertai nama lenglap pemohon bantuan

keuangan (kepala SKPD yang membidangi ) serta stempel SKPD

yang membidangi.

Q・ J
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1.6 T,AifPTRANI PEI.IDUT(TNG :

a. Fotokopi Karhr Tanda Penduduk dari

Bantuan/Pimpinan/Ketua yang masih berlaku;

b. Fotokopi Akta Pendirian (khusus Badan Hukum, Organisasi

Kemasyarakatan) dan bentuk lainnya (khusus Kelompok

Masyarakat);

c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (khusus Organisasi

Kemasyarakatan);

d. Surat Keterangan Domisili;

e. Susunan pengurus;

f. Karhr Susunan Keluarga yang masih berlaku (khusus bantuan

sosial kepada keluarga);

g. Pakta Integritas;

h. Khusus untuk pembangunan fisik, melarnpirkan rencana dan

gambar bangunan serta sertifikat tanah/bukti kepemilikan

Lainnya;

i. Surat Keterangan Terdaftar (khusus hibah kepada Organisasi

Kemasyarakatan).

II. PERSYARATAI| DAI| UEIIAI{ISTE PEITCAIRIIT I'AITA HIBAII,

BAITTUAN SOSIAL, BAITTUAN SOSIAL TIDAX DIRTI{CAITANAIT'

BAITTI'AII NTUAITGAN, BATTUAN IITUAI|GAIT XHUsUs, BELIII|JA

TIDAI( TERI'UGA DtI{ PETGELUARAX PEUBIIAYAAIT IMTESTASI

DATA BERGI'LIRI

II.1 HIBAH

a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala

DPKD;

b. Surat pertimbangan dari Kepala SKPD terkait yang menerangkan

bahwa, pengajuan telah dilengkapi secara l engkap sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

c. Keputusan Bupati tentang Pemberian hibrah kepada Penerima

bantuan beserta besarannya dan mernuat daftar rekening

penerima;

d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilampiri Rencana

Anggaran Biaya (RAB) dan ditandatangani bersama Bupati dan

Ketua Penerima Hibah bermaterai cukup;

Pemohon

t' ,r
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e. Pakta integritas yang ditandatangani ketua;

f. Nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif dan dilegalisir oleh

pejabat yang berwenang;

g. Susunan pengurus yang masih alrtif;

h. Pengajuan dimasukkan ke datam snelhecte r plastik warna merah

rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel

untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD terkait dan I (satu) bendel

arsip penerima.

II.2 BANTUAN SOSIAL

a. Surat permohonan pencairan kepada Bup ati Situbondo melalui

Kepala DPKD;

b. Surat pertimbangan dari Kepala SKPD terka'it yang menerangkan

bahwa pengajuan telah dilengkapi secara lengkap sesuai dengan

ketentuan Yang berlaku;

c. Keputusan Bupati tentang Pemberian Bartuan Sosial kepada

Penerima Bantuan Sosial beserta besarannya dan memuat daftar

rekening Penerima;

d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai SK Bupati;

e. Pakta integritas yang ditandatangani Ketua/ pimpinan;

f. Nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif dan dilegalisir oleh

pejabat yang berwenang;

g. Susunan pengurus yang masih aktif;

h. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna

putih/bening rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-masing 2

(dua) bendel untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD terkait da:r 1

(satu) bendel arsiP Penerima.

III.3 BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN

a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati Situbondo;

b. Surat pertimbangan dari Kepala SKPD terkait yang menerangkan

bahwa pengajuan telah dilengkapi sesuai d engan ketentuan yang

berlaku;

c. Surat persetujuan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan

Sosial yang tidak direncanakan dari SKPD yang membidangi;

d. Pakta integritas yang ditanda tangani Kepala SKPD yang

membidangi;

Cd
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e. Nomor rekening Bank Jafim Bendahara Fengefuaran SKPD yang

masih aktif dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

f. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna

putih/bening rangkap 4 (empat), dengan rirrcian masing-masing 2

(dua) bendel untuk DPKD, I (satu) bendel SKPD terkait dan 1

(satu) bendel arsip penerima.

II.4 BANTUAN KEUANGAN UMUM DAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati Situbondo melalui

Kepala DPKD;

b. Surat pertimbangan dari Kepala SKPD terk.ait yang menerangkan

bahwa pengajuan telah dilengkapi secara lengkap sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

c. Keputusan Bupati Situbondo tentang Pemberian Bantuan

Keuangan Kepada Penerima beserta besarannya dan memuat

daftar rekening penerima;

d. Pakta integritas yang ditandatangani Kepala Desa dan/ atau

Lurah (khusus Bantuan Keuangan Kepada Desa dan/ atau

Kelurahan);

e. Pakta integritas yang ditandatangani ketua parpol (khusus

bantuan keuangan kepada partai pilitik);

f. Proposal yang telah disetujui Bupati Situ bondo atau dokumen

yang dipersamakan dengan proposal dari SKPD yang membidangi

(khusus bantuan keuangan yang bersifat khusus dan bantuan

kepada partai politik);

g. Nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif dan dilegalisir

pejabat yang berwenang;

h. Susunan pengurus yang masih aktif;

i. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna kuning

rangkap 4 (empat) dengan rincian masing-masing 2 (dua) bendel

untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD terkait dan 1 (sahr) bendel

arsip penerima.

II.5 BELANJA TIDAK TERDUGA

a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati;

b. Surat Pernyataan Bupati yang menerangkan telah terjadi bencana

alam/ sosial/wabah di Kabupaten Situbondo;

O■
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c. Surat perhmbangan dari Kepala SKPD ?brkait yang telah

diverifikasi oleh Tim Teknis bahwa pengarjuan telah dilengkapi

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Surat persetujuan TAPD tentang daftar penerima beserta jumlah

dana yang akan direalisasikan;

e. SK Bupati tentang alokasi penggunaan belanja tidak terduga;

f. Pakta integritas yang ditandatangani Kepala SKPD terkait;

g. Nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif dan dilegalisir

pejabat yang berwenang;

h. Surat keputusan penunjukan bendahara ;

i. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhecter plastik warna hijau

rangkap 4 (empat), dengaa rincian masing-rnasing 2 (dua) bendel

untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD terkaiit dan I (sahr) bendel

arsip penerima.

II.6 PENGELUARAN PEMB1AYAAN OT.IVESTASI DANA BERGULIR)

a. Surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala

DPKD;

b. Surat pertimbangan dari Kepala SKPD terk ait yang menerangkan

bahwa pengajuan telah dilengkapi secara lengkap sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

c. SK Bupati tentang daftar penerima bes erta besarannya dan

memuat daftar rekening Penerima;

d. Pakta integritas yang ditanda tangani ketua;

e. Nomor rekening Bank Jatim yang masih aktif dan dilegalisir

pejabat yang berwenang;

f. Susunan pengurus yang masih aktif;

g. Pengajuan dimasukkan ke dalam snelhect'er plastik wama biru

rangkap 4 (empat), dengan rincian masing-mrasing 2 (dua) bendel

untuk DPKD, 1 (satu) bendel SKPD terkaiit dan 1 (satu) bendel

arsip penerima.

III. PERSYARATAI| DAI{ UEKAIIISIE PEIIYAUPAIAIT

PERTAIT(X}UXGJAWABAN

Persyaratan dan Mekanisme Penyampaian Pertanggungiawaban

Penggunaan Dana, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagai

berikut :

C・ |
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a. Surat p€ngantar dari ftnerima lang ditujukan kepada Bupati melalui

Kepata PPKD dengan tembusan Kepda SKPD Terkait;

b. Buku Kas Umum yang disusun setiap akhir bulan yang disertai bukti-

bukti yang lengkap dan syah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

c. Melampirkan SP2D dan bukti transfer yang dananya telah diterima

oleh Penerima;

d. Melampirkan salinan SK Bupati tentang Pemberian Bantuan kepada

Penerima beserta besarannya dan memuat daftar rekening Penerima;

e. Melampirkan NPHD (khusus Hibah);

f. Melampirkan salinan bukti pembayaran pajak yang telah dilegilisir

pejabat yang berrrenang;

g. Penyusunan SPJ hendalmya dimasukkan ke da-lam snelhecter plastik

dengan warna sebagai berikut :

- Warna merah : Hibah.

Bantuan Sosial.

Bantuan Keuangan.

Belanja Tidak Terduga.

Pengeluaran Pembiayaan.

- Warna putih

- Warna kuning

- Wama biru

- Warna hijau

h. Penyusunan SPJ dibuat dalam rangkap 3 (tiga), disampaikan kepada :

- Bupati melalui KePala DPKD;

- SKPD terkait;

- Salinan untuk ArsiP Penerima.

IV. XEWA'IBAX PEUUNGUTAI| DA,!t PEIVYENORAI| PA.'AI(

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2OO9 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang

Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 245|PMK.O3|2OO8 tentang Bad an-Badan dan Orang

pribadi Yang Menjalankan usaha Mikro dan Kecil Yang Menerima Harta

Hibah, Bantuan Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak

Penghasilan, bahwa ketentuan kewajiban perpajakan atas pelaksanaan

hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan

pengeluaran pembiayaan dilaksanakan sesuai keten tuan berikut ini :

C.d
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Bendahara Umum iias Daerah dan Bendaha:ra ftngefuaran PPKD

tidak wajib memotong PPh dan PPN atas pelaksanaan pemberian

hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan

pengeluaran pembiayaan.

Kewajiban pemotongal/pemungutan PPh/PPN ada pada Bendahara

Organisasi/ Lembaga ketika belanja barang dan j asa dilaksanakan.

o Penghasilan pegawai tetap yang bersifat ter atur, seperti Bantuan

PTKPD, Honorarium Guru Swasta, Guru Pendidik PAUD dan

sejenisnya yang dialokasikan setiap bulan, meskipun tidak

dibayarkan secara bulanan, pemotongan pajak penghasilannya

(PPh 21) menyesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PIKP) masing-masing pegawai, dengan ketentuan PTKP sebagai

berikut :

/ Untuk diri w4lib pajak orang pribadi : Rp. 15.840-OO0

r' Tambahan wajib pajak yang kawin : Rp. 1.32O.oOo

r' Tambahan untuk setiap anggota keluarga : Rp. 1.32O.OOO

Apabila Honorarium yang sifatnya merupakan insentif atau tambahan

dan hanya diberikan dalam hal pegawai tersebut melaksanakan

pekerjaan berdasarkan perintah atau permiintaan dari pemberi

penghasilan dan bersifat tidak berkesinambungan, mal<a penghasilan

tersebut dipotong PPh 21 sebesar 5 % (lima persen) penghasilan bruto-

Sedangkan honorarium yang tersebut huruf d, di atas diberikan

kepada peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, maka

atas penghasilan tersebut dipotong PPh 21 sebesar 5 % (lima persen)

dari penghasilan bruto.

Atas pembayaran yang dilakukan oleh kelompok/ organisasi /lembega/

Partai Politik dll atas pembelian barang (misalnya pembelian 20 juta),

maka organisasi/ Iemba ga tersebut tidak boleh rnemungut PPh 22 dan

PPN karena tidak dituqiuk sebagai Pemungut PPlr 22 dan PPN, tetapi

kewajibannya adalah membayar PPN yang dipungut oleh penjual.

Apabila kelompok/ organisasi/ lembaga /Partai Politik dll melakukan

pembelian jasa yang merupakan obyek PPh 23 dan obyek PPh linal'

maka wajib memungut dan menyetor pajak yang terutang.

e.
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■  FORmT PEm― AF ystL劇 ぼ PROPOSAL DARr O越 劇蘭御嬌 I′

LEMBACA

V。l Contoh Fo―at Usuhn′ Propo3al Hlbahノ Ban30●

KOP ORGNISASIノ LEMBAGA

Situbondo,............... ".2013

KePada Yttt.
Bpk. Bupati Situbondo

di-
S,ITUBONDO

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangu nan dan pelaksanaan

tugas-tugas pemerintahan di Desa .........Kecamatan di wilayah

Kabupaten Situbondo, dan dalam rangka menunjang kegiatan Kelompok /
lembaga / Organisasi / Pemerintah kami mengharapkan

kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa

UaDg/B.nn8/Ja:e sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat

berjalan secara optimal dan berperan af<tif dalam percepatan

pembanguntur daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

didaerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

a.

b.

C.

d. ...... Dst
Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan

untuk dapat membantu kami dalam bentuk pembenan hibah......'.........

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir karni sampaikan proposal

permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak

diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon

(Ketua Kelompok/ Lemlbaga/ Organisasi/

Perorangan)



⌒

51

`2 ContoL Fbmat DanB. Pene面
a H菫●a■  Dan JunthL Fang

DlsaluFhn PemeJhtah Kabupaten SItubondo

D― AR PENERIMA HIBAH Dtt JUM― YANG DISALUR―
PEMERINTAH KABUPATEW SITVBOWDO

NO PENERIMA HIBAH
JUMLAH

tRp)

1 2 3

１
■ POKMAS MAWAR 5.000.000,00

2 KPUD 8.750.000,00

3 ARMANDO 3.000.000,00

4

5

6

7

8

dst

JUMLAH 16.750.000,00

0`J

|。 .… … … … … …
11.¨

… …
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a cor● H FO― T LAPOMI PEICGU■ ■AF DAFA HIBAH DAF

BNTUAN 80SIAL BESERTA DO― EHICLEWGKAPNWA

Ⅵ 。l Hlbah

LAPO―
"H《
Ю Щ 〃 WDmA

mBAH BERUPA UNO Yttre DETE-OLEH¨
nBUPATEI SITUBONDO

T― H:・・・̈・¨̈ ●̈●0¨ ●̈TA.“ ..¨""

Kepada Yth.
BAPAK B UPATI SITUBONDO
Cq.KEPALA DPKD

di
SITUBON30

Bersama mi kami sarnpaikan kepada Bapak Bupai Situbondo

Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk rKPこ 圧り Kab. Situbondo

Trivman.…………….Sanah Rp¨ _.に………… …………■
Dana Hibah yang kami te五ma telah digunakan scsuai dcngan

peruntukannya dengan rincian segal beHkut:

RINCH PENGGm― DNAl肛 BAH TR― N..¨ .

N0
…

出
― ―

…

団

1 2 3 4

I ftrcetakan Daftar ftmitih Rp.

2 Pengadaan Kotak Suara Rp.

3 Rp.

4 Rp.

5 Rp.

6 一れ
7 Rp.

8 Rp.

9 Rp.

10 Rp.
Rp.

12 Dst Rp.

JUMLAH Rp.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklu m

Homat Kami,

Penerima Hibah

QJ
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Ⅵ .3 COⅡTOH FORMATIX)KUMEN KELEWGKAPAN

BUKTI PENGELU― UANG

NOMOR: TANGGAL:

TD―
…

                 BUPATI SETUBOWDO

―
―                        RP・ コL750000

DE― J… TV―

RATUS… ― UH RDU

R勘日

“

I

UNTUK PEMBAYARAN
…

AN BELANJA lΠBAH

ICPADAr~DJ XAB.

SITUBOHDO

KODE REICNING:
SITUBOHDO,.“ .¨ “̈ “

rSE-2S― DJ
疇 。SETU30NDO

ι゛
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に 4 COrOI suMT PDRrATAAF TAFGGUⅣ GJ▲WAB

KOP LEMBAGA

⌒

SURAT PERNYATAAN TANGGUNCJJAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N…

Jabatan

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan belanja hnbah atas kegiatan

Tahun Anggaran 2014, dengan ini

menyatakan bahwa :

l. Dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan

Naska-h Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) yang ditanda tangani

oteh pihak pertama dan pihak kedua.

2. Apabila melanggar hal-haf yang dinyatakan dalam palcta

integritas ini, bersedia menerima sarnksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo,

Lembaga Penerima

Ketua

Q゛
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COFmH FOuAT IPHD HIBAH(… ―
“

SA41

VII。 lHわah Bempa Uang

PERJAN― HIBAH DAE―

Antara

PEMERINTAH― UPATEW SITU30HDO

dettn

KELOMPOK MASY― T(PO― S〕 "・…“¨………""

HOMOR:。 ¨̈ ¨̈ ¨̈ “̈ ●●●●̈ 0̈“ ●̈̈ ●●●̈
■OHOR:.“ “̈̈ “。.“●●●̈“̈ ●̈“̈ ¨ “̈0

TEWTNG

bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jalan PB'

Srrdirman Nornor 1 Sitrrbondo, karni yang h,ertanda tangan diba'wah ini :

I. H. DADAITG WIGIARTO, S.H, Jabatan Bupati Situbondo, berkedudukan di

Jalan FB. Sudirman No. I Situbondo, dalam perbuaLan hukum ini dari dart

karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Ka-brrPate11 SitlLondo, ya喝 SCL逆屯嘲 a
.…PItt XESATU.disebut.… ………..¨ …̈…………………………………

H.lⅡM  ImuA〕 ,  」abatan  Ketua  Kelompok  Masyarakat (Pokmas)

“
        " beralamat di RIr.… …/RW.…….Desa
Kecamatan Kabupaten Situbondo, dalam perbuatan hukum ini
dari dan kanef,rarrya sah secana hrrlnrm b,ertmdak untrrk dan atas nama

Kelompok Masyarakat (Pokmas) - Desa

Kecamatan.................Kabupaten Situbondo′ selanjutnya

disebut......... ....PIHA

K IITDUA.

PIIIAI( IGAATU dan PIHAI( XTDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut
juga XEDUA BELIIH PIHAI( saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian

Hibalt Daeralt, dengan memperhatikan ketentuan .'

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuanrgan Negara;

2. Undang-Undang Nomor l Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Perneriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

じ
Ａ
ビ
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4. Undalg-undang Nomor 32 Thl.un 2OO4 sebap.imarra telah beberapa ka-li

diubah, terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Pemerintatran Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Prerimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2oo5 tentang Hibah Kepada

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2oo5 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentanLg Pedoman Pembinaan

dan Pengawasal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

g. peraturan Pemenntatr Nomor 6 Tahun 2offi sebagaimana telatr drubaLl

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Barang M.iIk Negara// Daerall ;

10. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pengplolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dilrbah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 20o7;Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang

Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentang Pedoman

Pemberian Hibatr dan Bantuan Sosial Yang Bersrumber Dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. kraturarr Daerah l(abupaten Situbondo Nomor ......'.. Tahun -...... tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun

Arrggaran .--.--.;

13. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara

Pengangg:aran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pentangguqgiawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial,

Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan

Tahun Anggaran ....... -;

14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor ....'.' Tahun .....-... tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanlh Daerah lhbupaten Situbondo Tahun
Anggaran .......;

15. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 1881 ....'..1 PIOO4.2/..'..'. tentang
Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanjia Tidak Terduga, dan

PengeJuaral Pembiayaan Sesuaj Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeralr
(APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran .......

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di
atas, I(EDUA BELI\H PIHAI( sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah

sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

td



58

Palrl 1

RUAI{G LII|GXI'P

Ruang lingkup perjanjian ini adalah Hibah Daerah dari Pemerintah

Kabupaten Situbondo kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas)

'........................ " Desa Kcrcarnatan:^ . Kabupaten Situbondo

berupa uang sebesar Rp. ...............'..,- ( . . . . . . . . . . . . . . . . ' - . . ' . . . - . . . . ) untuk pelaksanaan

HibahDaerahBantuan...............KabupatenSitubondo,Tahun berupa

hibah modal usaha yang bersifat bantuan hibah yang tidak wajib dan tidak
mengikat serta tidak secara terus-menerus bagi PIHAX IIESATU.

Pelsl 2

I,AITSUD DAI| TUJUAI{

(1) Maksud Perjanjian Hibah Daerah ini adalah sebagai kepedulian

Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya peningkatan penguasaan

tckonol,ogi bagi masyarakat melalui Hibah, Daereh prtrgram

(2) Tuiuan Perianlian Hibah Daerah ini adalah untuk :

a,

b.
c.

Par81 3

XTDI'DUI(AIT IIEI'UA BEI"AII PIHAI(

(1) PIHAI( IIESATU adalah pemberi Hibah Daerah berupa uang sebesar

Rp. .............-..,- (....................-..-.........-.).

12) P$IAIi I3EIXTA adatah p,errerima Hibah Daerah dari PTIIAtrl' IiEBAT$
berupa uang sebesar Rp. .'....'....... ( . . . . . . - . . . . . . . . . - . ' . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . ) '

P.!.1 4

fl,G,AA D.AI{ TATGGI'I|G JAWAB TTDUA BEI,AII PIHAIT

(1) PIHAIT KESATTI :

a. menyerahkan uang sebesar Rp.

(................................) s,c'bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada

PTHAK I(EDUA;
b. menerima l,aporan Surat Pertanggungiawaban (SPJI penggunaan Dana

Hibah Daerah disertai bukti-bukti terlampir dengan waktu 3 (tiga)

bulan setelah penerimaan hibah dan selambat -lambatnya tanggal 1O

Januari Tahun Berikutnya dari PIIIAI( KEDUA ;

c. menerima sisa penggunaan Dana Hibah Daerah yang tidak dapat
direalisasikan oleh FllIAlK IIBIXTA selarnbat- Iarnbatrrya tanggal 1O

Januari Tahun Berikutnya
melalui Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo;

0*
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d. meiafui SI(PD terkait melakukan evafuasi dan monitonng atas

penggunaan dana Hibah Daerah sesurai dengan l.aporan

Pertanggurqlawahan perrggunaan Dana. Hibatr Dae.rah oleh ?IIIAI(
IIEDUA;

e. menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIHAI( NTDUA tidak
atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditereFkan.

12) PIrrAtr(KEDrlA:
a. menerima uang sebesar Rp. . . . . . . . . . ' . . ' . , - ( . . ' . . . . . ' ' . - ' . . . . ' . . . . . . . ) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal t hanya untuk pelak'|sanaan Hibah Daerah

Bantuan . .. .........;

b. bertanggungiawab penuh terhadap pengelolaa:n Dana Hibah Daerah

sesuai dengan rincian Proposal/ Rencana Anggaran Belanja

(RAB) / Rencana Kerja Anggaran (RKA) ;

c. menyarnpail<an La.poran Surat Fertan gungiawaban (SP{ pengunaan
Dana Hibah Daerah disertai bukti-bukti terlampir kepada Bupati

melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Situbondo dengan tembusan kepada Dinas ...- Kabupaten

Situbondo dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan

selambat-lambatnya tanggal 1O Januari Tahun Anggaran berikutnya
kepada PIHAI KESATU;

d. menyetcnkan sisa p,errggurraarr Dana Hibafrr Daerahr yang tfiah dapat

direalisasikan kepada PTIIAII IIESATU selambat-lambatnya tanggal 1O

Januari Tahun Anggaran berikutnya melalui Rekening Kas Daerah

Pemerintah KabuPaten Situbondo.

Paral 5

XETEICTUAIT I.AII{-LIUil

(1) I\rgas dan tanggung jawab IIEDUA BDLIUI PIIIAI( dalam Perjanjian

Kerjasama ini tidak berakhir karena sebab meninggalnya atau

bcrakhimya rnata jab'atan IfJEDUA BTLAE PIIIAI(
(21 Apabila salah sahr pihak meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya

sebagaimana dimaksud dalam qyat {1).. maka tugas dan tangSung

jawabnya wajib dilaksanakan oleh Pengganti Hak (Rechtsopttolgefl dan

masing-masing Pihak.

Pasal 6

salrxsl

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajiban laboran penggunaan

hibah dapat dikenakan sanksi:
a. Gantr rup dan pangernb,alian darra;

b. pemblokiran dan/atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;

c. Tidak diperbolehkan untuk menerima proSram dalarn bentuk apapun yang

dibiayai oleh Keuangan Negara;

q.↓
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d. Pidana, setelah melalui proses hukrrn seperti penyelidilcan, penyidikan,
peradilan dan lainnya.

Pasal 7

PEITUTI'P

Hal-hal yang belum cukup diatur dan belum diseb,utkan dalam Perjanjian
Hibah Daerah ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian
Tambahan/Psrubahan (Adderrdrrrrr) olch IitDIl}. BELAtrf ?IIIAtrL dan
merupakarl bagran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Keq'asama ini
termasuk dalam lampiran-lampirannya;
Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenar-benarnya di
Situbondo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut
pada bagian awal Pedanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing 2
(dua) rangkap dibubuhi materai yang cukup, dan mempunyai kekuatan
hukum yang satrl,a setela& ditandatangani olch I(EDU.I BE,IAH PIIIA.I(
dengan membubuhi cap/ stempel instansi.

PIHAK KEDUA, PIHA.X( KESATU,

KETUA H. DADANG WIGIARNO, S.H

Cd
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VII.2 Hlbah Berupa Barang

PERJNJH HBAH DAD―

Antan

PEmRIITAH― UPATEI SI-OND0

Derrgan

XELOUFOK ilASYARAT(AT (POI{ilASl '

NOMOR:.¨ ““̈ ....● ¨̈ “0●¨̈ ●̈●●●‐̈ ●̈
NOMOR:...¨ ..“ ¨̈ ¨̈ 0"¨●●̈ “̈●●●“●●●

…

▲ⅡG

bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jalan PB'

Scrdirman Nomor I Sifuhondo, kami yang furtanda tangan dibawah ini :

I. H. DADAITG SIGIARTTO, 8.H, Jabatan Bupati Sihrbondo, berkedudukan di

Jalan FB. Sudirman No. 1 Situbondo, dalam perbuatan trrrkum ini dan dan

karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Kabupaten Stubondo′ selanjutlya
… …… ……………… ……PItt XESATU.disebut.… ……………………………………………………

H.lHAMA ImUAl, 」abatan Ketua Kelompok Masyarakat(Pokttas)

“
       " bcralamat di 則 .……/RW.…….Desa

Kecamatan Kabupaten Situbondo, dalam perbuatan hukum rnr

d.ari dan karcnanl'a sah s.ecara hukum bertindak rlntuk dan atas nama

Kelompok Masyarakat (Pokrnas)

Kecamatan.................Kabupaten

"  Desa
Situbondo、 selaniutnva

disebut......... ...PIHAK

XEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK NEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut
juga HTDUA BELIUI PIHAI( saling mengikatkan diri dtalam suatu Perjanjian

Hibah Daetah, dengan mernp,erhadkarr kettrrtrram :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara;

2. Undarg-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbe ndaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Ｊ
り0
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4. Undang-Undang Nomor 32 ?hhun 2OO4 sebagarmana telah be berapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang
Pemerintalran Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daeralr;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentang Hibah Kepada

Daerah;
7. Peratrllan Pernerintah Nomot 58 Tahun 2OOS telltanB Ptrrgelolaan

Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentan g Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO6 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO8 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/ Daerah ;

lO. Feirafunan Menteri Dalan Negpri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2OO7l

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bers umber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor '...'. Tahun '...' tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
Anggaran .......;

14. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan
Sosial, Bantu an Keuangan Belar{a Tidak Terduga dan Fengeluaran

Pembiayaan Tahun Anggaran ..........;
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor ....... Tahun ....'.... tentang Peniabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo

Tahun Anggaran ..........;
16. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188 I ....... I P I OO4'2 I ....... tentang

Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan
Pengpluaran Pcmbiayaan Sesrrai Anggaran Peldapratant darr Belanja Daemh
(APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran "-....

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut
di atas, I(EDUA BELIUI PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah

rcbagaitnana diatrrr dalarn prasal-p,a.el tcnlnrt ..

Ａ

Ｖ
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Palal 1

RUAITG LITGKI'P

Ruang lingkup perjanjian ini adalah Hibah Daerah dari Pemerintah
Kabupaten Situbondo kepada Kelompok M,asyarakat (Pokmas)
o........................" Desa K€amata;r Kabupaten Situbondo
berupa (jenis barang) ... untuk pelaksanaan Hibah Daerah
Bantuan Kabupaten Situbondo Tahun ...........' yang
bersifat bantuan hibah yang tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara

terus menerus bagi PIHAI( I{ESATU.
Pasal 2

I,AIISUD DAIT TU.'['AI{

(1) Maksud Perjanjian Hibah Daerah ini adalah sebagai kepedulian
Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya pen ingkatan penguasaan

tekonologi bagi masyaral<at melalui Hibah Daerah prcCta.m

(21 Tujuan Pedanjian Hibah Daerah ini adalah untuk :

a.

b.

C.

Pasa1 3

KEDUDU― XEDUA BD― HHAX

(1)PItt XESATU adalah pembeH Hibah Dacrah berupa ceniS barangl

{2) FIIIAI( IiEDIJA adalah penerima Hibah Daem}r dari PI$AI{' IiESAT[,
berupa fienis barang)

Pes.l 4

TUGAS DAI| TATTGGIII{G JAVAB IITDUA BELIIH PIHAK

(1) PrHAK KETSATTI :

a. menyerahkan barang berupa fienis barang) . sebagaimana
dimaksud dala.rn Pasa.l 7 kepada PTIIAII I{DDUA ;

b. menerima Laporan Surat Pertanggungiawaban (SPJ) penggunaan Dana
Hibah Daerah disertai bukti-bukti terlampir dengan waktu 3 (tiga)
bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 1O

Januari Tahun Berikutnya dari PIHAI( X,EDUA ;

c. me"laluj SKPD terkaj t rladakD)<an evaluasi ,dan monitoring atas
penggunaan dana Hibah Daerah sesuai dengan laporan
Pertanggunglawaban penggunaan Dana Hibatrr Daerah oleh PIHAI(
XEDUA;

d. menunda penyerahan hibah daerah apabila PIIITI( KEDUA tidak atau
belum mernenuhi persyaratan yang tdah ditetapkan-

00
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(21 PTIiAX. i(EDUA:
a. menerima barang berupa fienis barang) .sebagaimana

dimaksud dalam Pasal t hanya 'untrrk p,elaksanaarr Hibah Daetah

Bantuan ............;

b. brtanggunglawab pnuh terhadap pr.lngddaan. Hibah Daera} sesuaj

dengan rincian Proposal/ Rencana Anggaran Belanja (RAB)/ Rencana

KerjaAnggaran (RKA|;

c. tidak menjual, menealihkan atau memindahtangankan bantuan hibah

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada pihak lain;

d. menyampaikan Laporan Surat Pertanggungiawaban (SPJ) penggunaan

Hibah Daerah disertai bukti-bukti terlampir kepada Bupati melalui

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo

dengan tembusan kepada Dinas .......... Kabupaten Situbondo

dalam waktu 3 (tigal bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-

lambatnya tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya kepada

PIIIAII ITEAXfi'.

P8!.1 5

T TETTT'AIT LIUI| .I.AII|

(1) Tugas dan tanggung jawab KEDUA BELIUI PIIIAI( dalam Pe{anjian

Kerjasama ini tidak berakhir karena sebab meninggalnya atau

berakhirnya masa.1'abatan KEDUA BELIIII PIIIAX(

(21 Apabila salah satu pihak meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya

sebagairnana dimairsud pada aryat {1), maka tugas dan tangrxrg
jawabnya wajib dilaksanakan oleh Pengganti Hak (Rechtsopuolgerl dari

masing-masing pihak.

P..d 5
SAI|KAI

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajiban laboran penggunaarr

hibah dapat dikenakan sanksi:

a. Gantr rugr dan pengembalian dana;

b. Pemblokiran dan/ atau penghentian sementara bant.uan yang dinerikan;

c. ?idak diperbolehlcan untuk menerima program dalam bentuk apapun

yang dibiayai oleh Keuangan Negara;

d. Pidana, s,etelah melalui proses hukrrrn Beperti penyelidikarr, penyidikarr,

peradilan dan lainnya.

♯

ｎ
ｖ
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Pasal 7

PE![UTI'P

Hal-hal yang belum cukup diatur dan belum disebutkan dalam Perjanjian
Hibah Daerah ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Pe{anjian
Tambahan/Perubahan (Addendumf oleh ffEDUA BELAII PtIIA.t( dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini
termasuk dalarn larnprran-lampilanrrya.
Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan ,sebenar-benarnya di
Situbondo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimarra tersebut
pada bagian awal Peq'anjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing 2

(dr.ra) raagkap dibubrrhi materai yang cr.r,!r.rp, dan rnempruryai kek ntan
hukum yang sama setelah ditandatangani oleh IIEDUA BELIUI PIHAK
dengan membubuhi cap/ stempel instansi.

PIHAI( I(EDUA, PIIIAX KESATI',

KETUA H. DADAITG WIGIARTO, S.H

0\i
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VIIIoCONTOH FORHAT REXOMDNDASI SKPD

VIEE。 l Hlbah

KOP SXPD

Nomor

slat
Lampran
Rihal

…Penung

TANDA TANGAN TIM
EVALUASI

１

２ Dst.…

PEMOHON

Wama

Situbondo,.....

Kepada
Yth. Bapak Bupati Situbondo

Melalui Tirn Aggaran Pemerintah

KEPA:LA SKPD

Hana
lN[11).

mbah           dl―
SI-ONDO

Membaca proposal yang daukan olch.… … melalui surat
nomor.…… tanggal.… ……, Setelah dilakukan evaluasi terhadap
proposal pemohon yang meliputi per血atan anttnra laln:

Rolomea&tl Pcmbotlal Daerah KabupatenSitubondo

NO URAIAN PENILAIAN
1 Kelen gLapanAdminiqtrasi Lcngap Tdk Lentap
2. Do面 並 Jelas Tdk」elas

3. Keberadaan Orgarrisasi FH Tdk Fkば
4. Kepengurumasyarntl Jelas Tdk」elas

5. Sekretariai. tet€+ (otgarrisasi
kemasyarakatan)

Ada Tdk,H・

6. OrganisasiTerdaftar di
Bakesbaag:oJ dan linmas
(organisasi kemasyarakatan)

Ya Tidak

7. Nilai yang diaiukan Wゴar Tdk Wttar

3. Kepcroilikan Tarrah
I khusus konstruksi )

Sah Tdk誂

9. Pemah menerima hibah dari
peruerrntah Kab. Situ bondo

Pemah Belum
λ mah

10. Pengelompokan penerima Peme血 tah
Hibah: Peme rintah Daerah

LaiLnnya
Perus ahaan Daerah
Masyarakat
Organisasi
Kemarsyaralatan

Cat tr,u, :
UsulanPemohon : Barang.................. Uang Rp...................
Usulan SKPD : Barang.................. Uang Rp

Korlmoulen :
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui
terhadap proposal yang diajukan.
Demikianuntuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai
prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

⌒

OJ

⌒
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VIII.2 Bantuan Soslal

KOP SKPD

Nomor :)O(XXX

Situbondo,.....

Kepada,
Sifat : Penting Yth. Bapak Ehr pati Situbondo
Lampiran :- Melalui Tim Anggaran Pemerintah
peritrat : Relomeadarl Peabct'lan Daerah KabupatenSitubondo

Bantuaa Sorlal Di-
S,ITI'BOITDO

Membaca proposal yang diajukant oleh...... melalui surat
nomor...... tanggal ......, setelah dilaku'kan evaluasi terhadap
proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

NO URAIAN PENILAIAN
1 KelendmPal AdrnirrisU'asf Lengatp Tdk Lengkap
2 Donis並 Jelas Tdk Jelas
3 Identitas hdividu,_Keluarga 」elas Tdk」elas

4. Keberadaan Organisasi
(lembaC;a tlolt.
pemerintahan)

Fkば Tdk Fiktif

5 Kepengurusan (lembaga
ncu> oeaerintahanl

Jelas Tdk」elas

6. Nilai yang diajukan Wttar Tdk WJar
7. Pernah menerima Bantuafl

eoeial dari Petoda
Pemah Belum

pemah

8 Pengelompokan penerima
Bantuan Sosial :

Indviclu

Keluarga
Maw"劇 ヒ t
Lcmbaga non
pemerintahan

Gatatan :
UsulanPemohon:Barang...... UangRp...'...'
Usulan SKPD : Barang.................. Uang Rp......................

I(crlnpulaa:
B€rd"""tk". hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui
terhadap proposal yang diajukan.
Demikian untuk meqiadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai
prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

TANDA TANGAN■ M
EVALUASI

Ｌ

２
．
Dst.…

Pemohon

I{aroa

KEPALA SKPD

Nama
Nip.

J

⌒
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-.3 BanmttKeump nusus

KOP SKPD

Nomor
Sifat

Lampttm
Prihal

継

Pen崚

TANDA TANGAN■ M
EVALUASI

１

２ Dst.¨

Pclnohon

N― a

Situbondo,.....

Kepada,
Yth. Bapak BupatiSitubondo

Melalui Tim Anggaran Pemerintah

KEPAL・A SKPD

Iana
Nip.

⌒

Rckomeldad Daerah KalcupatenSitubondo
Pemberlaa Bantuan di -
Keuaagaa Ilhurur SITITBOI{DO

Membaca proposal yang diajukan o1eh.........me1alui surat
nomor...... tanggal ........., setelah ditalo-lkan evaluasi terhadap
proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

Catatu:
UsulanPemohon : UangRp......................
Usulan SKPD : Uang Rp......

Bcrlmoulaa:
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui
terhadap proposal yang diajukan.
Demikian untuk menladi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai
prioritas dan kemarnpuan Keuangan Daerah.

NO URAIAN PENILAIAN
Kelen gkapan Administrasi Lengap Tdk Lengkap

2. Domi並 Jelas Tdk」elas
3. Identitas lndividu,Keluarga Jelas Tdk」elas
4. Keberadaan Organisasi

(lembaga. norr.
pemerintahanl

Fkば Tdk Fkビ

5. Kepengurusan (lembaga
nan oeaerintahan)

Jelas Tdk」elas

6. N」ai yang diaiukan Wttar Tdk Wttar
7. Pernah menerima Bantuan

so,sial dari Pemda
Pema}.

螂̈8 Pengelompokan penerima Inこ宙du
Bantuan Sosial : Keluar摯

Masw麟 戒 at
kmbeganon
pemerintahan

G`
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IX. COI|T'OH PERTIUBAITGAIT TAPD DAIT PERSEfUJUAIT TAPD

Ix.1 Hlbeh

BERITA ACARA PERTITBAITGAIT TAPD KAAUPATET AITI'BOITIX)
ATAS PEUBERIAIT HIB/III BERT'PA UAI|G DAI| BARATG/JASA

TAIIIIII

IIOUOR : ..................

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Surat Rekomendasi SKPD .......... Kabupaten
Situbondo Nomor : ............... Tanggal

Pada hari ini ........... Tanggal telah dilaksanakan rapat
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo tentang
pertimbangan terhadap pemberian hibah berupa uang dan/atau barang/
jasa Tahun Anggaran yang telah memperoleh rekomendasi
SKPD yang membidangi.

Adapun jenis hibah berupa uang dan/atau barang/jasa akan
diberikan kepada Pemerintah, Masyarakat dan Organisasi
Kemasyarakatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. memiliki kepengurusan yang jelas;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Situbondo;
c. memiliki Sekretariat tetap;
d. bagi Organisasi Kemasyarakatan telah terdaftar pada Badan

.\ Kesbangpol Kabupaten Situbondo.

Sedangkan daftar nama penerima hibah dan besarannya
sebagaimana terlampir.

Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO TAPD TANDA
TANGAN NO TAPD TANDA

TANGAN
6

2 7

3 8

4 9

5 10

J
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Ⅸ 2  3antan Sos量」

BEPITA ACARA PER$XBACGAIS TAPD INABIJPASETT
EITT'BOI{DO ATAS PEUBERIAN BATTUATY AOSTAL BERTIPA

UANG DAIT BARAITG/.IAAA TAHI'IT

ItOtOR : ..................

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pembrurian Hibe'h dan Bantuan Sosial yaag
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Pera turan Menteri Dalam
Negen Nomor 39 Tatrun 2012 Tenta.ng Perubahan Atas
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Surat Rekomendasi SKPD Kabupaten
Situbondo Nomor : ............... Tanggal

Pada  hd  ini Tanggal
dilaksanakan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo tentang pertimbangan terhadap pemberian bantuan
sosiasl berupa uang dan/atau barang/jarsa Tahun Anggaran

yang telah memperoleh rekornendasi SKPD yang
mernbidarrgi.

Adapun jenis bantuan sosial berupa uang dan/ atau balang/
jasa akan diberikan kepada individu, kefuarga, masyarakat dan
lembaga non pemerintahan dengan pertimbangan sebagai
berikut :

a. memiliki identitas Yang Jjlas;
b. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Situbondo;
c. memiliki kepengurusan yang jelas.

Sedang!<asr daftar nasra bansoe dan betaraxrnya
sebagaimana terlamPir'

Demikian Pertimbangan TAPD l(abupa'ten Situbondo untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO TAPD
TANDA

TANGAN
NO TAPD

TANDA
TANGAN

6

2 7

3 3

4 9

5 10

0,r
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IX.3 Bantuan Kcuangan Khusus

BERITA ACARA PERTITBAIIGAIT TAPD IIABI'PATET
SITI'BOITIX) ATAS PEMBERIAI{ BAITTUAN XTUAI|GAIT XHUSUS

TAIIT'I{

ITOUOR : ..................

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pembe.nan Hibh dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2O12 Tentang Perubahan Atas
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Surat Rekomendasi SKPD Kabupaten
Situbondo Nomor : ............... Tanggal

Pada hari ini Tanggal telah
dilaksanakan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo tentang pertimbangan terhadap pemberian bantuan
sosiasl berupa uang dan/ atau barangfiaLsa Tahun Anggaran

yang telah memperoleh rekornendasi SKPD yang

Adapun jenis bantuan sosial berupa uang dan/ atau
baralgfthsa aftan diberikan kepada individu, kefuarga, masyarakat
dan lembaga non pemerintahan dengan pertimbangan sebagai
berikut :

a. memiliki identitas yang jelas;
b. berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Situbondo;
c. memiliki kepengurusan yang jelas.

Sederrgkan daftar narrra banros dasr besararrnya
sebagaimana terlampir.

Demikian Pertimbangan TAPD Kabupaten Situbondo
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO TAPD TANDA
TANGAN

NO TAPD TANDA
TANGAN

-1 6

2 7

3 3

4 9

5 10

ed
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IX.4 Belaqla Tldrk Terduga

ST'RAT PERSETUJUAIT TAPD KABI'PATEIf SITT'BOIIIX)

ATAS PEUBERIAIT BEI.AITJA TIDAI( TERDUGA

TAHIIIf

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2OL2 Tentatg Perubahan Atas
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Surat Rekomendasi SKPD Kabupaten
Situbondo Nomor : ............... Tanggal

Pada hari ini Tanseal telah
dilaksanakan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Situbondo tentang pertimbangan terhadap pemberian belanja tidak
terduga Tahun Anggaran yang telah memperoleh
rekomendasi SKPD yang membidangi.

Adapun jenis baatuan tidak terduga akan diberikan
kepada individu, keluarga, masyarakat dan lembaga non
pemerintahan berdasarkan pertimbangan SKPD yang
membidanginya.

Sedangkan daftar Rincian Belanaja Tidak Terduga dan
besarannya sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan TAPD Kabupaten Situbondo untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

＝
い

NO TAPD
TANDA

TANGAN
NO TAPD

TANDA
TANGAN

6

2 7

3 8

4 9

5 10
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x' PRosEg DAN MEr(AI|IsuE PEITYALITRAII DArtA BET.AIIJA trrBAE, BArsruAx sosrAr,, BAltTIrAlr xEUAI[cArI, BrtAtrrA tpAr(
TERDUGA DAIT PTNGpLUARAIS PEilBIAYAAIT

Berdasarkan SK Bupau sit[Б ond。,Pcnema

―
,9Drerkait :Rangkap lに atul

mengajukan perrnohonan pencairan kepada
Bupati Situbondo melalrri Kepat" Opt{O 

-f"t-
Situbondo dengan melampirkan persyaratan
Yang dibutuhkan sesuai ketentuan peiaturan
pcfllndang-undarrgan.
Persyaratan yang dibutuhkan antara lain :

4 !{.rrl SK. Bupati Situbondo tentang
Dalltar Peneriha darr Besarqnnya;

b) Rencana Angga:an Biaya fiab) yang
besarannya sesuai dengan SK Bupati;c) Salinan .Rekenine Bank Jatim yang masih
*tif dan diligalisir nejabat- yang
berwenang;

d) Naskalr P"rjarrjian Flibah Daerah (NPHD)
asli (khusus hibah);

e) Pakta integritas;
0 Surat Keputusan tentang penunjukan

Bendahara;
C) Pengajuan disusun rangkap 4 (empat)

dan drmasuhkan tre daiarn snclhecter
plastik sesuai ketentuan sebagai berikut :- DPKD : RangkapZ ldua)

O MeⅢd如鋼uJ dengan
membuat $urat
pertimbangan / persetuj tran
yang menerangkan bahwa
pengajuan permohonan
pencairen deri penerima
telah dilengkapi dengan
persyaratan yang lengkap
sesuai dengan ketentuan
peraturah perundang-
ulldargan.

o Penerbitan Surat
Pertimbangan / Persetujuan
maksimql I (satu) hari
kerja . ss.iak diterimsnya
pengEuan.

. Tidak lengkap
dikembalikan ke penerima.

. SKPD terkait scgera
menindaklanjuti
kekurangan persyaratan
sssuai dengalr ketentuan.

r Menindaklanjuti
dengan melakukan
penelitian berkas
pengqiuan.

r Kalau dinyatakan
lengkap segere
menerbitkan SPP/SPM.

r Penerbitan Spp/SpM
maksimal 4 (empat)
hari kerja.

r Tidak lengkap
dikembaliken ke SKpD
Terkait.

Menerbitkat
SP2D
maksimal 2
(du4 hari keda
dan
meflysmpaikan
ke Bank Jatid

menht?lldarr ry
segera
mentre*
dana &t
rekenin3
masing-*
PeIIerima

幽 ,切 勁

じた ‐Pレ ψ

ヽ
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瀬 . PROSES DAN ME― ISME P― AL―  DANA BEWJA EBAH, BANTUAN SOS鵬 , BANTUAN KEUANGAN, BELNJA TIDAK

TERDUGA DAN PENGELU― P― IAY―

＼
織

＼

PENE― S帥
…

P― KUASA BUD BANK JATm

Berdasarkan SK Bupati Situbondo, Penerima
mengajukan permohonan pencairan kepada
Bupati Sihrbondo melalui Kepala DPKD Kab.
Situbondo dengan melampirkan persyaratan
yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan
pemndang-undangan.
Persyaratan yang dibutuhkan antara lain :

a) Salinan SK Bupati Sihrbondo tentang
Daftar Penerima dan Besarannya;

b) .Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang
besarannya sesuai dengan SK Bupati;

c) Salinan Rekening Bank Jatim yang masih
aktif dan diligalisir pejabat Yang
berwenang;

d) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
asli (khusus hibah);

e) Pakta integritas;
0 Surat Keputusan tentang Penunjukan

Bendahara;
g) Pengqjuan disusun rangkap 4 (empat)

dan dimasukkan ke dalam snelhecter
plastik sesuai ketentuan sebagai berikut :

- DPKD : Rangkap 2 (dua)
- SKPD Terkait : Rangkap 1 (satu)
- Arsip Penerima : Rangkap 1 (sahr)

o Menindaklanjuti dengan
membuat surat
pertimbangan / persehrjuan
yang menerang[an bahwa
pengajuan permohonan
pencairan dari penerima
telah dilengfuapi dengan
persyaratan yang lengkap
sesuai dengan ketentuan
peratrrran perundang-
undangan.

o Penerbitan Surat
Pertimbangan / Persetujuart
maksimal 1 (satu) hari
kerja sejak diterimanya
pengajuan.
● Tidak lenglap

dikembalikan ke penerima.
o SKPD terkait segera

menindaklartjuti
kekurangan PersYaratan
sesuai dengan ketentuan.

Menindaklattud
dengan    melakukan
penelitian     berkas
pengaJuan.
Kalau  dinyatakan
lengap       Segera
menerbitkan SPP/SPM・
Penerbitan  SPP/SPM
maksima1 4 (empat)
hari kela.

Tidak    lengkap
dikembalikan ke SKPD
Terkait.

Menerbitkart
SP2D
maksimal 2
(dua) hari kerja
dan
menyampaikan
ke Bank Jatim

Setelah
menerima SP2D
dan Penguji
segera
mentransfer
dana ke
rekening
masing-masing
penerima

DttG■ 肛GRTo

J


